\ ‘ JAYA , RAYA ||

h_-]!_gll

LAPORAN
KEUANGAN
PEMERINTAH
DAERAH
PROVINSI
DKI JAKARTA

e

i

LT 5
il —i-'.ﬂ_iﬂf
1
' il
i .
EEERRENN

I
LU

e

gL
'“.“ .

TAHUN 2022

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
2023



GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Nomor : 298/UD.08.00 22 Mei 2023
Sifat . Segera

Lampiran : Kepada
Hal : Representasi Manajemen

Yth. Kepala Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

Sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022, yang terdiri dari Laporan
Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember
2022, Laporan Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan
31 Desember 2022, Neraca per 31 Desember 2022, Laporan Perubahan
Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2022, Laporan Perubahan Ekuitas
untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022, Laporan
Arus Kas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022,
dan Catatan atas Laporan Keuangan, sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat representasi ini disampaikan terbatas pada hal-hal yang sifatnya
material, tanpa melihat besarnya nilai atau volume namun juga
menyangkut kekeliruan dan kesalahan penyajian informasi akuntansi
yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan,
yang mengandalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan
dimaksud.

2. Berdasarkan keyakinan dan pengetahuan, representasi berikut ini telah
disampaikan kepada Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia selama pemeriksaan, yaitu:

a. laporan keuangan yang disebut di atas telah kami sajikan sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;

b. telah menyediakan semua data material dan informasi yang
diperlukan kepada Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia;



seluruh transaksi material sudah dicatat dan dilaporkan dalam
laporan keuangan;

rekening yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta semuanya
sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan;
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki hak penuh atas aset yang
dimiliki dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut;
adanya tindakan pelanggaran hukum dan peraturan yang
dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan, sejauh ini
sedang diteliti;

pada dasarnya semua kewajiban material sudah dicatat atau
diungkapkan dalam laporan keuangan;

tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan
tetapi belum diungkapkan;

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memenuhi semua aspek
perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap
laporan keuangan jika terjadi pelanggaran;

tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah
tanggal 31 Desember 2022 yang belum dicatat dan diungkapkan
dalam Catatan atas Laporan Keuangan;

tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja,
penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan
dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap
laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan
atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian
intern; dan

kami bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan memelihara
sistem pengendalian intern.

. Efektivitas sistem pengendalian intern telah dilakukan dalam hal
penilaian:

a.

keandalan Laporan Keuangan: transaksi-transaksi telah dicatat,
diproses, dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan
penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi
yang berlaku umum dan aset telah dilindungi dari kehilangan yang
disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan, atau pelepasan hak
yang tidak sah; dan .

ketaatan pada peraturan vyang berlaku: transaksi-transaksi
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berdampak langsung dan material terhadap Laporan
Keuangan.

. Kelemahan-kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan
pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif
terhadap kemampuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mencapai
tujuan pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan
material, kiranya telah disampaikan secara menyeluruh.



Tembusan:

. ldentifikasi dan pengungkapan seluruh peraturan perundang-undangan

yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah
dalam Laporan Keuangan, termasuk kejadian ketidakpatuhan terhadap
ketentuan peraturan dan perundang-undangan, sehingga kami
bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan
keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
tentang keuangan negara dan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Surat representasi ini kami sampaikan sebagai penjelasan atas

hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas
Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak, kami ucapkan terima kasih.

‘ .{.}\ a Jakarta,

k

a
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1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta



GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Pernyataan ini merupakan tanggung jawab

saya.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi

keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 22 Mei 2023

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

N

Heru Budi Hartono
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PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

Realisasi Realisasi
No. Uraian Catatan Anggaran 2022 31 Desember 2022 (%) 31 Desember 2021
(Audited) (Audited)

1 |PENDAPATAN

2 PENDAPATAN ASLI DAERAH 51.1.1

3 Pendapatan Pajak Daerah 5.1.1.1.1 45,700.000.000.000 40.275.148.196.210 88,13 34.575.563.219.175
4 Pendapatan Retribusi Daerah 5.1.1.1.2 806.878.300.000 376.977.989.704 46,72 383.859.710.282
5 B?Sg:ﬁf;” Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 51113 793.735.537.821 402.424.109.447 | 50,70 398.792.009.852
6 Lain-lain PAD yang sah 51.1.1.4 8.362.220.915.771 4.553.854.434.140 54,46 6.248.092.466.321
7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6) 55.662.834.753.592 45.608.404.729.501 81,94 41.,606,307.405.630
8 PENDAPATAN TRANSFER 5.1.1.2

9 Dana Perimbangan 5.1.1.21 17.196.794.470.801 18.831.174.546.549 | 109,50 22,630.423.484.052
10 Dana Bagi Hasil 51.1.2.1.1 13.963.139.165.613 16.062.089.109.337 | 115,03 19.396.960.594.125
11 Dana Alokasi Knhusus (DAK) Fisik 51.1.2.1.2 34.127.101.188 34.127.101.188 | 100,00 46.940.443.417
12 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 51.1.213 3.199.528.204.000 2.734.958.336.024 85,48 3.186.522.446.510
13 Dana Insentif Daerah (DID) 5.1.1.2.2 29.684.233.000 29.684.233.000 | 100,00 43.370.860.000
14 Dana Insentif Daerah (DID) 5.1.1.2.2 29.684.233.000 29.684.233.000 | 100,00 43.370.860.000
15 Total Pendapatan Transfer (9 + 13) 17.226.478.703.801 18.860.858.779.549 | 109,49 22.673.794.344.052
16 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 51.1.3

17 Pendapatan Hibah 51.1.3 4.907.334.270.908 2.821.215,663.258 57,49 1.286.907.449.318
18 Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah (17) 4.907.334.270.908 2,821.215,663.258 57,49 1.286.907.449.318
19 JUMLAH PENDAPATAN (7 + 15 + 18) 77.796.647.728.301 67.290.479.172.308 86,50 65.567.009.199.000
20 |BELANJA

21 BELANJA OPERASI 51.2.1.1.1

22 Belanja Pegawai 51.21.1.1.a 18.638.609.298.361 17.705.440.378.717 94,99 18.816.237.919.714
23 Belanja Barang dan Jasa 51.21.1.1b 25.070.951.729.022 23.613.048.650.099 94,18 21.488.663.347.585
24 Belanja Bunga 51.21.1.1.¢ 789.540.302.919 270.632.758.937 34,28 86.116.019.366
25 Belanja Subsidi 51.21.1.1d 6.542.350.628.292 6.278.332.984.915 95,96 4.355.291.671.465
26 Belanja Hibah 51.21.1.1.e 2.814.872.399.819 2.639.327.211.335 93,76 2.651.074.469.075
27 Belanja Bantuan Sosial 51.21.1.41 5.115.246.523.000 5.035.404.985.749 98,44 6.528.360.208.967

Belanja Karena Rugi Selisin kurs dalam pengelolaan

s Rekening Milk BUD pens 5121119 - - - 240,163
29 Jumlah Belanja Operasi (22 s/d 28) 58.971.570.881.413 55.542.186.969.752 94,18 53.925.743.776.335
30 BELANJA MODAL 51.2.1.1.2

31 Belanja Tanah 51.2112a 1.904.948.891.243 880.953.900.338 46,25 1.419.026.055.604
32 Belanja Peralatan dan Mesin 5.1.2.1.1.2b 2.020.816.746.175 1.798.854.059.095 89,02 1.325.812.140.715
33 Belanja Gedung dan Bangunan 51.21.1.2¢ 2.054.535.946.728 1.735.904.917.006 84,49 2.148.875.330.166
34 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 51.21.1.2d 4.659.208.720.297 4,264.727.292.528 91,53 1.651.626.167.407
35 Belanja Aset Tetap Lainnya 5.1.2.1.1.2.e 161.478.167.869 127.754.673.737 79,12 320.487.322.827
36 Jumlah Belanja Modal (31 s/d 35) 10.800.988.472.312 8.808.194.842.704 81,55 6.865.827.016.719
37 BELANJA TAK TERDUGA 5.1.21.1.3

38 Belanja Tak Terduga 5.1.2.1.1.3 6.714.844.382.393 29.976.747.630 0,45 439.889.457.199
39 Jumlah Belanja Tak Terduga (38) 6,714.844.382.393 29.976.747.630 0,45 439.889.457.199
40 Jumlah Belanja {29 + 36 + 39) 76.487.403.736.118 64.380.358.560.086 84,17 61.231.460.250.253
41 |TRANSFER

42 TRANSFER/BANTUAN KEUANGAN 51.21.1.4

43 Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya 5.1.21.1.4 484.762.660.210 484,762.660.210 | 100,00 387.579.910.312
44 Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan (43) 484.762.660.210 484.762,660.210 | 100,00 387.579.910.312
45 Jumlah Transfer 484,762.660.210 484.762.660.210 | 100,00 387.579.910.312
46 JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (40 + 45) 76.972.166.396.328 64.865.121.220.296 84,27 61.619.040.160.565
47 SURPLUS/DEFISIT (19 - 46) 824.481.331.973 2,425.357.952.012 3.947.969.038.435

Halaman 1 dari 2




PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

Realisasi Realisasi

No. Uraian Catatan Anggaran 2022 31 Desember 2022 (%) 31 Desember 2021
(Audited) (Audited)

48 |PEMBIAYAAN 5.1.3
49 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 5.1.3.1
50 Penggunaan SiLPA 4.035.856.630.001 9.721.718.831.341 | 240,88 5.165.696.290.359
51 Penerimaan Pinjaman Daerah 979.251.988.304 979.251.480.334 | 100,00 6.744.329.136.564
52 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman - 393.892.140 ~ 4.171.220.068
53 Jumlah Penerimaan (50 s/d 52) 5.015.108.618.305 10.701.364.203.815 | 213,38 11.914.196.646.991
54 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 5.1.3.2
55 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 4.722.708.317.275 3.492.066.426.925 73,94 5.906.817.230.655
56 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 1.034.579.441.218 1.034.559.064.648 | 100,00 33.629.623.430
57 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat 82.302.191.785 - = 200.000.000.000
58 Jumlah Pengeluaran (55 s/d 57) 5.839.589.950.278 4.526.625.491.573 77,52 6.140.446.854.085
59 PEMBIAYAAN NETO (53 - 58) (824.481.331.973) 6.174.738.712.242 5.773.749.792.906

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (47 + 59)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yanq merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

Jakarta, 2 2
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9.721.718.831.341
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PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian

Catatan

31 Desember 2022
(Audited)

31 Desember 2021
(Audited)

Saldo Anggaran Lebih Awal

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
Subtotal
Pendapatan

Belanja dan Transfer
Surplus (Defisit)

Penerimaan Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan
Pembiayaan - Neto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

5.2

5.2

5.2
5.2

52
52

5.2

9.721.718.831.341

(9.721.718.831.341)

5.165.696.290.359

(5.165.696.290.359)

67.290.479.172.308
(64.865.121.220.296)

65.567.009.199.000
(61.619.040.160.565)

2.425.357.952.012

10.701.364.203.815
(4.526.625.491.573)

3.947.969.038.435

11.914.196.646.991
(6.140.446.854.085)

6.174.738.712.242
8.600.096.664.254

5.773.749.792.906
9.721.718.831.341

Saldo Anggaran Lebih Akhir Setelah Penyesuaian

8.600.096.664.254

9.721.718.831.341

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini
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PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

" (Dalam Rupiah)

Uraian Catatan 31 DESEMBER 2022 31 DESEMBER 2021 KENAIKAN/ %)
{Audited) (Audited) PENURUNAN °

PENDAPATAN
Pendapatan Asli Daerah 5.3.1.1.1
Pendapatan Pajak Daerah 5.3.1.1.1.1 41.170.048.269.526 34.270.536.897.214 6.899.511.372.312 20,13
Pendapatan Retribusi Daerah 5.3.1.1.1.2 405.377.342.340 355.066.652.037 50.310.690.303 14,17
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 53.1.1.1.3 2.531.874.123.030 1.683.967.593.030 847.906.530.000 50,35
Lain-lain PAD yang Sah 53.1.1.1.4 11.003.576.347.463 13.854.086.407.262 (2.850.510.059.799) (20,58)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 55.110.876.082.359 50.163.657.549.543 4.947.218.532.816 9,86
Pendapatan Transfer 5.3.1.1.2
Dana Perimbangan 5.3.1.1.2
Dana Bagi Hasil (DBH) 5.3.1.1.2 18.206.765.299.557 19.430.023.706.598 (1.223.258.407.041) (6,30)
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 53.1.1.2 34.127.101.188 46.940.443.417 (12.813.342.229) (27,30)
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 53.1.1.2 2.734.958.336.024 3.186.522.446.510 (451.564.110.486) (14,17)
Jumlah Dana Perimbangan 5.3.1.1.2 20.975.850.736.769 22.663.486.596.525 (1.687.635.859.756) (7,45)
Dana Insentif Daerah (DID) 53.1.1.2
Dana Insentif Daerah (DID) 53.1.1.2 29.684.233.000 43.370.860.000 (13.686.627.000) (31,56),
Jumlah Dana Insentif Daerah (DID) 29.684.233.000 43.370.860.000 (13.686.627.000)|  (31,56)
Jumlah Pendapatan Transfer 21.005.534.969.769 22.706.857.456.525 (1.701.322.486.756) (7,49)!
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 5.3.1.1.3
Pendapatan Hibah 53.1.1.3 117.982.425.171.075 2.134.285.716.336 115.848.139.454.739 | 5.427,96
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 117.982.425.171.075 2.134.285.716.336 115.848.139.454.739 | 5.427,96
JUMLAH PENDAPATAN 194.098.836.223.203 75.004.800.722.404 119.094.035.500.799 168,78
BEBAN
Beban Operasi 5.3.1.2.1
Beban Pegawai 53.1.2.1.a 17.737.442.650.078 17.316.021.397.782 421.421.252.296 243
Beban Barang 53.1.21b 7.443.125.677.688 6.172.948.574.041 1.270.177.103.647 20,58
Beban Jasa 53.1.2.1.c 15.506.193.249.916 15.193.839.423.810 312.353.826.106 2,06
Beban Pemeliharaan 53.1.2.1d 1.371.502.229.140 724.795.987.680 646.706.241.460 89,23
Beban Perjalanan Dinas 53.1.21.e 129.352.797.885 78.466.549.700 50.886.248.185 64,85
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 53.1.2.11 105.016.438.189 162.860.600.357 (57.844.162.168)]  (35,52)
Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
Beban Bunga 53.1.2.1.9 273.264.992.536 89.393.465.362 183.871.527.174 205,69
Beban Subsidi 5.3.1.2.1.h 6.108.748.040.172 3.717.821.988.620 2.390.926.051.552 64,31
Beban Hibah 5.3.1.2.1. 2.453.481.993.510 2.459.381.265.486 (5.899.271.976) (0,24)
Beban Bantuan Sosial 53.1.21] 4.842.998.268.395 6.529.663.708.967 (1.686.665.440.572) (25,83),
Beban Penyisihan Piutang 53.1.2.1k 1.005.397.111.523 184.020.862.494 821.376.249.029 446,35
Beban Lain-lain 53.1.2.11 864.723.070.489 1.143.998.728.773 (279.275.658.284) (24,41)
Jumlah Beban Operasi 57.841.246.519.521 53.773.212.553.072 4.068.033.966.449 7,57
Beban Penyusutan dan Amortisasi 5.3.1.2.2 6.901.334.391.937 6.307.656.760.049 593.677.631.888 9,41
Beban Transfer 5.3.1.23
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya 53.1.23 484.762.660.210 387.579.910.312 97.182.749.898 25,07
Jumiah Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah 484.762.660.210 387.579.910,312 97.182.749.898 25,07
Daerah Lainnya
B?I'aan Karena Rugi Selisih Kurs dalam Pengelolaan Rekening R 240163 (240.163) {100,00)
Milik BUD
JUMLAH BEBAN 65.227.343.571.668 60.468.449.463.596 4.758.894.108.072 7,87
JUMLAH SURPLUS DARI KEGIATAN OPERASIONAL 128.871.492.651.535 14.536.351.258.808 114.335.141.392.727 786,55

Halaman 1 dari 2




PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian Catatan 31 DESEMBER 2022 | 31 DESEMBER 2021 KENAIKAN/ %
(Audited) (Audited) PENURUNAN (%)

SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus Non Operasional 5.3.2.1

Surplus Penjualan Aset Non Lancar 53.241 17.172.952.663 10.091.581.430 7.081.371.233 70,17

Jumlah Surplus Non Operasional 17.172.952.663 10.091.581.430 7.081.371.233 70,17

JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON

OPERASIONAL 17.172.952.663 10.091.581.430 7.081.371.233 70,17

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA 128.888.665.604.198 14.546.442.840.238 114.342.222.763.960 786,05

POS LUAR BIASA 5.3.3

Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa 5.3.3 - 58.683.371.822 (58.683.371.822)| (100,00)

Jumlah Beban Luar Biasa - 58.683.371.822 (58.683.371.822)| (100,00)

POS LUAR BIASA - (58.683.371.822) 58.683.371.822 (100,00)

SURPLUS 128.888.665.604.198 14.487.759.468.416 114.400.906.135.782 789,64

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini
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PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)
31 Desember 2022 31 Desember 2021
URAIAN Catatan (Audited) (Audited)
EKUITAS AWAL 5.4.1 524.529.268.466.569 505.253.204.084.055
KOREKSI EKUITAS 5.4.2
Koreksi Penyajian Piutang 54.72.a 120.514.793.012 (1.092.984.217.901)
Koreksi Penyajian Penyisihan Piutang 54.2b 70.142.702.662 1.809.105.827.175
Koreksi Penyajian Persediaan 54.2.¢ (47.028.964.901) 4.458.298.048
Koreksi Penyajian Investasi: 54.2d
Koreksi Penyajian Nilai Investasi Permanen 54.2.d.1 297.477.899.072 (319.282.864.366)
Koreksi Penyajian Nilai Investasi Non Permanen 54.2d.2 393.892.140 4.170.720.068
Koreksi Penyajian Saldo Awal Aset Tetap dan Aset Lainnya 542.e 12.093.014.360.845 5.024.757.207.051
Koreksx.Penyajlan Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan (422.343.884.636) 168.344.952.276
Aset Lainnya 54.2f
Koreksi Penyajian Kewajiban 5424 (2.218.060.196) (810.966.559.712)
Penyesuaian Lainnya: 5.4.2.h 22.000.042.529 701.551.459
Jumlah Koreksi Ekuitas 12.131.952.780.527 4.788.304.914.098
SURPLUS - LAPORAN OPERASIONAL 5.3.4 128.888.665.604.198 14.487.759.468.416

EKUITAS AKHIR

665.549.886.851.294

524.529.268.466.569

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini
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PEMERINTAH PROVINSI DKl JAKARTA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian

Catatan

31 DESEMBER 2022
(Audited)

31 DESEMBER 2021

(Audited)

ASET

Aset Lancar
Kas di Kas Daerah
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas dan Setara Kas BLUD
Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah
Kas Lainnya
Piutang Pajak Daerah
Penyisihan Piutang Pajak Daerah
Piutang Retribusi
Penyisihan Piutang Retribusi

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Piutang Lain-lain PAD yang Sah
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah
Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Piutang Lainnya

Penyisihan Piutang Lainnya

Beban Dibayar di Muka

Persediaan

Jumlah Aset Lancar

Investasi Jangka Panjang
Investasi Nonpermanen
Investasi dalam Dana Bergulir
Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih
Investasi Permanen

Jumlah Investasi Jangka Panjang

Aset Tetap
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi Dalam Pengerjaan

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Jumlah Aset Tetap

Dana Cadangan

Aset Lainnya
Tagihan Penjualan Angsuran
Kemitraan dengan Pihak Ketiga

5.5.1.1

5.5.1.1.1.1
55.1.1.1.2
55.1.1.1.3
55.1.1.1.4
5.5.1.1.1.5
55.1.1.1.6
5.5.1.1.21
5.5.1.1.2.1
5.5.1.1.2.2
5.5.1.1.2.2
55.1.1.2.3
55.1.1.2.4
55.1.1.24
5.5.1.1.2.5
5.5.1.1.2.6
5.5.1.1.2.6

5.5.1.1.3

55.1.1.4

5.5.1.2
5.5.1.2.1
5.5.1.2.1
5.5.1.2.1
55.1.22

5.5.1.3
5.5.1.3.1
5.5.1.3.2
55.1.3.3
55.1.3.4
5.5.1.3.5
55.1.3.6

55.1.3.2
5.5.1.3.3
5.5.1.3.4
5.5.1.35

5.5.1.4

5.5.1.5
5.5.1.51
5.5.1.5.2

6.030.074.927.473
24.701.154
3.275.220.034
2.490.726.625.269
81.840.507.972
32.709.285.735
10.995.901.553.320
(5.665.302.404.549)
63.956.433.222
(57.157.173.058)
3.104.392.252.746
(1.594.910.423.302)
359.067.395.091
156.416.094.213
(32.502.879.207)
751.750.847.755
1.483.957.714.569
18.204.220.678.437

550.000.000.000
1.099.970.791.630
(549.970.791.630)
77.764.759.088.872
78.314.759.088.872

604.218.961.221.095
466.211.312.146.548
30.534.777.685.455
46.684.316.665.100
55.993.465.847.492
1.305.487.303.782
3.489.601.572.718

(76.113.631.291.993)
(25.456.989.093.024)
(23.208.341.191.467)
(27.352.039.476.218)

(96.261.531.284)

528.105.329.929.102

36.714.362.261
6.561.259.793.794

6.732.035.381.522
514.661.244
5.972.289.260
2.810.239.492.578
183.639.372.768
9.256.873.401.698
(3.938.538.653.765)
67.106.245.788
(56.538.930.401)
2.551.687.176
3.331.542.360.669
(1.099.925.527.050)
450.781.596.781
(82.056.052.157)
664.271.307.664
1.722.887.594.132
20.101.356.227.907

550.000.000.000
1.100.364.683.770
(550.364.683.770)
72.600.176.669.216
73.150.176.669.216

496.443.896.726.314
371.964.291.505.692
28.903.444.029.524
43.594.169.674.899
46.377.451.921.726
2.857.574.025.836
2.746.965.568.637

(68.567.241.620.051)
(23.634.275.013.789)
(21.638.773.839.891)
(22.591.662.596.225)

(702.530.170.146)

427.876.655.106.263

26.287.355.280
7.984.230.522.212
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PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

31 DESEMBER 2022

31 DESEMBER 2021

Uraian At (Audited) (Audited)
Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga (394.222.183.759) (671.153.628.739)
Aset Tidak Berwujud 55.1.5.3 566.900.953.743 502.505.079.671
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (364.438.170.410) (291.918.324.730)
Aset Lain-lain 55.1.5.4 59.324.093.700.875 22.113.315.782.364
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain (6.609.534.324.657) (6.286.873.804.778)
Jumlah Aset Lainnya 59.120.774.131.847 23.376.392.981.290
Properti Investasi 5.5.1.6 1.527.730.959.374 -
Properti Investasi - Tanah 1.074.729.363.502 -
Properti Investasi - Gedung dan Bangunan 453.001.595.872 -
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi (296.493.181.290) -
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi - Gedung dan Bangunan (296.493.181.290) -
Jumlah Porperti Investasi 1.231.237.778.084 -
JUMLAH ASET 684.976.321.606.342 544.504.580.984.676
KEWAJIBAN
Kewajiban Jangka Pendek 5.5.2.1
Utang PFK 5.5:2.1.1 1.303.569.666 3.909.501.930
Utang Bunga Pinjaman 5.6.2.1.2 15.030.568.624 12.398.335.025
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 5.821.3 1.684.301.177.092 712.790.857.697
Pendapatan Diterima di Muka 5.5.2.1.4 505.256.654.326 848.936.717.982
Utang Belanja 5.5.2.1.5 2.344.638.184.948 2.419.393.164.946
Utang Jangka Pendek Lainnya 552186 13.126.032.102 92.342.791.216
Utang Jaminan 55217 6.244.285.214 2.188.962.526
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 4.569.900.471.972 4.091.960.331.322
Kewajiban Jangka Panjang 5522
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 5522 14.856.534.283.076 15.883.352.186.785
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 14.856.534.283.076 15.883.352.186.785
JUMLAH KEWAJIBAN 19.426.434.755.048 19.975.312.518.107
EKUITAS 5.5.3 665.549.886.851.294 524.529.268.466.569

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

684.976.321.606.342

544.504.580.984.676

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini
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PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian

31 DESEMBER 2022
(Audited)

31 DESEMBER 2021
(Audited)

ASET

ASET LANCAR
Kas

Kas di Kas Daerah
Kas Daerah
Potongan PFK

Kas di Bendahara Penerimaan
Pendapatan yang Belum Disetor
Asuransi yang Belum Disetor

Kas di Bendahara Pengeluaran

Sisa Belanja UP/GU

Sisa Belanja LS

Sisa Belanja TU

Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor
Kas Pengeluaran yang Dibatasi Penggunaannya

Kas dan Setara Kas BLUD

Kas Tunai

Kas di Bank

Potongan PFK Pajak di BLUD yang Belum Disetor
Potongan PFK Non Pajak di BLUD yang Belum Disetor
Uang Muka Pasien RSUD/K

Uang Jaminan Kerjasama

Uang Titipan

Uang Muka Jasa BLUD

Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah
Kas Dana BOS
Kas Dana BOP Kesetaraan

Kas Lainnya
Kas Lainnya

Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak Kendaraan Bermotor
Piutang Pajak Hotel

Piutang Pajak Restoran

Piutang Pajak Hiburan

Piutang Pajak Reklame

Piutang Pajak Parkir

Piutang Pajak Air Tanah

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

8.638.651.267.637

6.030.074.927.473
6.030.074.927.473

24.701.154
22.393.654
2.307.500

3.275.220.034
244.180.601

1.102.651.076
391.677.050
1.5636.711.307

2.490.726.625.269
864.757.395
2.484.380.139.568
117.310.520
196.548.284
594.485.630
2.052.981.500
2.515.902.372
4.500.000

81.840.507.972
81.649.359.328
191.148.644

32,709.285.735
32.709.285.735

10.995.901.553.320
127.849.640.260
34.179.090.012
145.189.427.505
83.960.193.416
575.358.665.199
13.533.755.103
576.008.114.970
9.231.328.177.637
208.494.489.218

9.732.401.197.372

6.732.035.381.522
6.732.025.818.122
9.563.400

514.661.244
514.661.244

5.972.289.260
32.162.210
5.940.137.050

2.810.239.492.578
558.646.951
2.798.788.276.215
3.232.945.266
178.574.755
452.775.099
1.998.237.500
5.026.936.792
3.100.000

183.639.372.768
183.639.372.768

9.256.873.401.698
129.274.331.606
34.680.086.649
138.314.563.916
70.081.289.698
514.587.960.768
16.983.786.823
579.255.568.705
7.570.797.862.728
202.897.950.805
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PEMERINTAH PROVINSI DKl JAKARTA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

31 DESEMBER 2022

31 DESEMBER 2021

Uraian (Audited) (Audited)
Penyisihan Piutang Pajak Daerah (5.665.302.404.549) (3.938.538.653.765)
Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (89.538.528.062) (75.283.277.458)
Penyisihan Piutang Pajak Hotel (24.962.381.089) (24.595.705.685)

Penyisihan Piutang Pajak Restoran

Penyisihan Piutang Pajak Hiburan

Penyisihan Piutang Pajak Reklame

Penyisihan Piutang Pajak Parkir

Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah

Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan
Penyisihan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Piutang Pajak Daerah - Neto

Piutang Retribusi

Piutang Retribusi Jasa Umum
Piutang Retribusi Jasa Usaha
Piutang Retribusi Perizinan Tertentu

Penyisihan Piutang Retribusi

Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha
Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu

Piutang Retribusi - Neto

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan

Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada
Perusahaan Milik Daerah/BUMD

Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada
Perusahaan Milik Daerah/BUMD PD Pasar Jaya

Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada
Perusahaan Milik Daerah/BUMD - Neto

Piutang Lain-lain PAD yang Sah
Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan
Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin

Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak
Dipisahkan
Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin

Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan -
Neto

Piutang Pendapatan Bunga
Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang
Pemerintah Daerah

Piutang Pendapatan Bunga - Neto

Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Piutang Kerugian Uang Daerah

Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Penyisihan Piutang Kerugian Uang Daerah

Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - Neto

(112.549.417.285)
(61.193.283.428)
(414.793.616.564)
(10.427.227.576)
(552.074.638.153)
(4.332.996.877.566)
(66.766.434.826)

5.330.599.148.771

63.956.433.222
6.050.702.596
49.270.009.786
8.635.720.840

(57.157.173.058)
(4.855.572.925)
(48.702.048.113)
(3.599.552.020)

6.799.260.164

3.104.392.252.746
540.968.971
540.968.971

(540.968.971)
(540.968.971)

17.053.387.096
17.053.387.096

(15.681.385.349)
(15.681.385.349)

1.372.001.747

(105.263.537.638)
(58.986.361.620)
(400.288.882.597)
(10.460.270.428)
(530.880.508.067)
(2.678.072.878.610)
(54.707.231.662)

5.318.334.747.933

67.106.245.788
8.179.451.175
49.333.084.042
9.593.710.571

(56.538.930.401)
(6.421.863.653)
(48.895.925.244)
(1.221.141.504)

10.567.315.387
2.551.687.176
2.551.687.176

2.651.687.176

2.551.687.176

3.331.542.360.669
540.968.971
540.968.971

(540.968.971)
(540.968.971)

5.342.469
5.342.469

5.342.469

17.053.387.096
17.053.387.096

(15.681.385.349)
(15.681.385.349)

1.372.001.747
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PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

31 DESEMBER 2022

31 DESEMBER 2021

Uraian (Audited) (Audited)
Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 1.072.130.519 -
Penyisihan Piutang Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih
Nilai Tukar Rupiah (5.360.652) -
Piutang qulsu Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai 1.066.769.867 .
Tukar Rupiah - Neto
Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan 1.164.762.928 33.657.035
Penyisihan Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan (5.823.815) (168.285)
Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan 1.158.939.113 33.488.750

Pekerjaan - Neto

Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah
Penyisihan Piutang Sanksi Pajak Daerah Tak Tertagih
Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah - Neto

Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah
Penyisihan Piutang Denda Retribusi
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah - Neto

Piutang Pendapatan dari Pengembalian

Piutang BLUD

Piutang Jasa Layanan Umum BLUD

Piutang Hasil Kerjasama BLUD

Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah

Penyisihan Piutang BLUD

Penyisihan Piutang Jasa Layanan Umum BLUD
Penyisihan Piutang Hasil Kerjasama BLUD

Penyisihan Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah

Piutang BLUD - Neto

Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak
Dipisahkan

Penyisihan Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah
Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak
Dipisahkan - Neto

Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan
Daerah

Penyisihan Piutang Denda Atas Pelanggaran Perda

Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan
Daerah - Neto

Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah
Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah
Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - Neto

Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya

Piutang Rekomendasi HGB HPL

Piutang Kompensasi Rumah Susun, Susun Sederhana/Murah
Piutang Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit Eks. BPPN
Piutang Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana
Fasilitas Rumah Susun

Piutang lIzin Penyelenggaraan Reklame (IPR)

Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas
Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)

692.866.383.801
(461.455.566.033)
231.410.817.768

17.531.173.998
(17.529.418.885)
1.756.113

23.923.877.879

424.333.700.559
418.413.792.756
4.981.374.258
938.533.545

(83.977.555.225)
(83.098.652.895)
(835.114.946)
(43.787.384)

340.356.145.334

26.549.569.976
(26.109.033.342)
440,536.634

4.094.591.130
(1.419.431.479)

2.675.169.651

24.658.706.066
(18.419.998.328)
6.238.707.738

1.870.602.999.823
11.098.384.477
952.640.141.931
41.939.812.481

23.146.462.311
148.518.000
841.629.680.623

724.930.264.334
(477.238.527.242)
247.691.737.092

16.326.344.668
(16.317.310.310)
9.034.358

638.419.632.173
634.482.961.822
3.688.148.556
248.521.795

(70.620.358.194)
(70.123.022.808)
(491.265.077)
(6.070.309)

567.799.273.979

26.732.969.976
(26.165.596.960)
567.373.016

7.276.765.038
(1.665.516.759)

5.611.248.279

20.907.671.297
(17.623.278.901)
3.284.392.396

1.879.315.357.612
2.013.898.999
906.110.956.230
42.000.280.163

19.483.974.574
270.408.000
909.435.839.646
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PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian

31 DESEMBER 2022
(Audited)

31 DESEMBER 2021
(Audited)

Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya
Penyisihan Piutang Rekomendasi HGB HPL

Penyisihan Piutang Kompensasi Rumah Susun, Susun
Sederhana/Murah

Penyisihan Piutang Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit
Eks. BPPN

Penyisihan Piutang Penerimaan Pembayaran Sarana dan
Prasarana Fasilitas Rumah Susun

Penyisihan Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)

Penyisihan Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien
Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)

Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - Neto

Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
Piutang Dana Transfer Umum-DBH

Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan -
Neto

Piutang Lainnya
Uang Muka
Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD

Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak
Ketiga

Piutang Tunjangan DPRD
Penyisihan Piutang Tunjangan DPRD
Piutang Tunjangan DPRD - Neto

Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan
Transjakarta

Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan pengembalian UMK
Pengadaan Trans Jakarta

Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan
Transjakarta - Neto

Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah
Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan

Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah -
Neto

Piutang Kelebihan Pembayaran Subsidi
Piutang Jaminan kepada Pihak Ketiga
Beban Dibayar di Muka

Beban Barang Dibayar Dimuka

Beban Jasa Dibayar Dimuka
Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka

Persediaan

Barang Pakai Habis
Barang Tak Habis Pakai
Barang Bekas Dipakai

(969.765.881.223)
(60.418.625)

(206.893.931.053)
(41.939.812.481)

(20.043.307.941)
(23.610.600)

(700.804.800.523)

900.837.118.600
359.067.395.091
359.067.395.091
359.067.395.091

156.416.094.213
118.214.382.454
118.214.382.454

384.050.319

4.419.140.000
(4.419.140.000)

23.822.460.000

(23.822.460.000)

9.576.061.440
(4.261.279.207)

5.314.782.233

751.750.847.755
243.190.739.166
454.214.500.840

54,345.607.749

1.483.957.714.569
1.477.991.389.619
5.966.324.950

(474.072.416.079)
(10.069.495)

(102.052.373.953)
(42.000.280.163)

(15.590.627.741)
(35.799.600)

(314.383.265.127)

1.405.242.941.533

450.781.596.781
349.133.056.682
349.133.056.682

456.114.089

4.419.140.000
(4.419.140.000)

23.822.460.000
(11.911.230.000)
11.911.230.000

20.023.386.327
(15.725.682.157)

4.297.704.170

52.917.439.683
10.000.000

664.271.307.664
83.473.850.105
578.457.741.491
2.339.716.068

1.722.887.594.132
1.672.350.912.549
50.454.154.510
82.527.073

JUMLAH ASET LANCAR

18.204.220.678.437

20.101.356.227.907
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PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian

31 DESEMBER 2022
(Audited)

31 DESEMBER 2021
(Audited)

INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Non Permanen
Dana Bergulir
Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih

Investasi Permanen
Penyertaan Modal pada BUMD

Penyertaan Modal kepada PD Air Minum Jaya
Penyertaan Modal kepada PD Dharma Jaya

Penyertaan Modal kepada PD Pembangunan Sarana Jaya
Penyertaan Modal kepada PD Pasar Jaya

Penyertaan Modal kepada PD PAL Jaya

Penyertaan Modal kepada PT Jakarta Propertindo
Penyertaan Modal kepada PT Mass Rapid Transit Jakarta
Penyertaan Modal kepada PT Bank DKI Jakarta
Penyertaan Modal kepada PT Food Station Tjipinang
Penyertaan Modal kepada PT Transportasi Jakarta
Penyertaan Modal kepada PT Jakarta Tourisindo
Penyertaan Modal kepada PT Penjamin Kredit Daerah
Penyertaan Modal kepada PT Pembangunan Jaya Ancol
Penyertaan Modal pada PT Patungan

Penyertaan Modal kepada PT Pembangunan Jaya
Penyertaan Modal kepada PT Jakarta Industrial Estate Pulo
Gadung

Penyertaan Modal kepada PT Delta Djakarta Tbk
Penyertaan Modal kepada PT Kawasan Berikat Nusantara
Penyertaan Modal kepada PT Cemani Toka

Penyertaan Modal kepada PT Pakuan International
Penyertaan Modal kepada PT Grahasahari Suryajaya
Penyertaan Modal kepada PT Asuransi Bangun Askrida
Penyertaan Modal kepada PT Jakarta International Expo

§50.000.000.000
1.099.970.791.630
(549.970.791.630)

77.764.759.088.872
72.708.536.112.949
2.047.609.883.109
154.096.219.186
5.633.090.329.007
1.496.500.990.790
1.218.549.464.647
21.990.961.378.992
21.848.148.326.004
10.192.081.387.000
653.040.548.449
5.309.862.763.903
657.565.447.494
393.933.853.943
1.113.095.520.425
5.056.222.975.923

4.337.534.937.488
162.303.174.969

261.880.908.466
209.692.695.000
27.059.360.000
1.345.900.000
3.951.000.000
13.080.000.000
39.375.000.000

550.000.000.000
1.100.364.683.770
(550.364.683.770)

72.600.176.669.216
67.850.991.680.898
1.350.448.196.730
189.953.972.025
5.145.432.324.675
1.449.416.000.000
1.000.940.409.328
22.273.156.182.762
19.081.569.160.713
9.698.397.823.985
551.627.434.891
5.024.624.273.627
643.604.506.946
378.917.074.810
1.062.904.320.406
4.749.184.988.318

4.041.866.067.774
148.504.483.694

264.310.481.850
209.692.695.000
27.059.360.000
1.345.900.000
3.951.000.000
13.080.000.000
39.375.000.000

JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG

78.314.759.088.872

73.150.176.669.216

ASET TETAP

Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi Dalam Pengerjaan

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

604.218.961.221.095
466.211.312.146.548
30.534.777.685.455
46.684.316.665.100
55.993.465.847.492
1.305.487.303.782
3.489.601.572.718

(76.113.631.291.993)
(25.456.989.093.024)
(23.208.341.191.467)
(27.352.039.476.218)

(96.261.531.284)

496.443.896.726.314
371.964.291.505.692
28.903.444.029.524
43.594.169.674.899
46.377.451.921.726
2.857.574.025.836
2.746.965.568.637

(68.567.241.620.051)
(23.634.275.013.789)
(21.638.773.839.891)
(22.591.662.596.225)

(702.530.170.146)

JUMLAH ASET TETAP

528.105.329.929.102

427.876.655.106.263

Dana Cadangan
DANA CADANGAN

JUMLAH DANA CADANGAN
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PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian

31 DESEMBER 2022
(Audited)

31 DESEMBER 2021
(Audited)

ASET LAINNYA
Tagihan Penjualan Angsuran
Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan

Kerja Sama Pemanfaatan

Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and
Transfer/BOT)

Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and
Operate/BTO)

Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan

Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Bangun Guna Serah
(Build, Operate and Transfer/BOT)

Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Bangun Serah Guna
(Build, Transfer and Operate/BTO)

Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa

Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah yang
Dipinjampakaikan

Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-
Kerjasama Pemanfaatan

Jumlah Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud Lainnya

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
Jumlah Aset Tidak Berwujud

Aset Lain-Lain

Aset Rusak Berat/Usang

Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional
Pemerintah

Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya

Aset Tetap - Fasos Fasum

Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas
Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)
Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status
Aset

Tuntutan Ganti Rugi yang belum ditetapkan statusnya
Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Belum Ditetapkan
Statusnya

Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai
Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan
(KLB/KDB)

Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian
Majelis Penetapan Status Aset

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan
Dalam Operasional Pemerintah
Jumlah Aset Lain-Lain

36.714.362.261
36.714.362.261

1.078.782.537.270
1.896.239.648.072

1.209.123.512.500

1.040.247.148.858

1.336.866.947.094
(394.222.183.759)

(2.250.000)

(272.111.956.667)
(33.307.741.563)
(46.809.404.957)

(41.990.830.572)
6.167.037.610.035

566.900.953.743
(364.438.170.410)
202.462.783.333

3.483.214.038.893
354.972.901.227

973.782.683.243
48.326.465.918.565

861.505.080.661

3.117.706.595.495

271.331.320.218
1.935.115.162.573

(6.609.534.324.657)
(2.778.232.763.483)
(2.562.307.880.756)

(7.402.394.895)
(109.823.114.458)

(1.125.297.861.193)

(26.470.309.872)
52.714.559.376.218

26.287.355.290
26.287.355.290

2.422.235.243.211
119.047.220.000

2.944.325.110.000

1.085.913.915.430

1.412.709.033.571
(671.153.628.739)

(1.800.000)

(298.812.818.445)
(307.825.411.365)
(64.513.598.929)

7.313.076.893.473

502.505.079.671
(291.918.324.730)
210.586.754.941

3.337.901.362.915
107.853.635.115

973.435.186.213
12.473.614.578.096

809.446.986.811

4.302.190.275.495

108.349.814.228
523.943.491

(6.286.873.804.778)
(2.577.189.780.443)
(1.822.643.794.884)|.

(7.272.882.416)
(68.715.776.369)

(1.811.051.570.666)

15.826.441.977.586

JUMLAH ASET LAINNYA

59.120.774.131.847

23.376.392.981.290
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PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)
Uraian 31 DESEMBER 2022 31 DESEMBER 2021
(Audited) (Audited)
PROPERTI INVESTASI 1.527.730.959.374 -
Properti Investasi - Tanah 1.074.729.363.502 -
Properti Investasi - Gedung dan Bangunan 453.001.595.872 -
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi (296.493.181.290) -
gkumula& Penyusutan Properti Investasi - Gedung dan (296.493.181.290) )
angunan
JUMLAH PROPERTI INVESTASI 1.231,237.778.084 -
JUMLAH ASET 684.976.321.606.342 544.504.580.984.676
KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang Bunga Pinjaman

Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang - IBRD SLA 1247 (Proyek JUFMP/JEDI)
Bagian Lancar Utang - PEN

Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Daerah

Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Daerah
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan
Kekayaan Daerah Sewa

Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan
Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah

Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan
Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna

Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum BLUD
Pendapatan Diterima di Muka Hasil Kerjasama Pihak Lain
BLUD

Pendapatan Diterima di Muka Lain-fain PAD Yang Sah
Pendapatan Diterima Dimuka Bunga atas Penempatan Uang
Pemerintah Daerah

Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat -
Dana Perimbangan

Utang Belanja

Utang Belanja SKPD
Utang Belanja Pegawai

Utang Belanja Barang dan Jasa
Utang Belanja Persediaan

Utang Belanja Barang

Utang Belanja Jasa Non TALI
Utang Belanja TALI

Utang Belanja Pemeliharaan

Utang Belanja Modal SKPD

Utang Belanja Modal Tanah

Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

1.303.569.666
15.030.568.624
15.030.568.624
1.684.301.177.092
33.629.623.430
1.650.671.553.662
505.256.654.326
168.989.781.534
25.787.212.504

138.394.810.082
42.936.900.358

765.169.321
3.185.354.028
10.649.066.238
29.086.263.275

85.462.096.986

2.344.638.184.948

1.045.818.249.360
886.733.206.383

88.883.621.570

2.143.947.736
4.272.085.742
53.612.444.308
28.855.143.784

70.201.421.407
356.250.700
1.917.400.000
47.063.723.415
20.864.047.292

3.909.501.930
12.398.335.025
12.398.335.025
712.790.857.697
33.629.623.430
679.161.234.267
848.936.717.982
564.921.778.261
53.668.399.646

53.025.814.921
43.647.482,463

342.725.882
5.500.691.147
8.023.303.161
4.800.584.802

149.668

124.996.788.031

2.419.393.164.946

1.148.800.078.456
850.527.561.546

138.910.103.210
550.716.156
65.691.681.251
39.733.934.702
32.933.771.101

159.362.413.700
44.374.000

142.323.527.293
16.994.512.407
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PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian

31 DESEMBER 2022
(Audited)

31 DESEMBER 2021
(Audited)

Utang Belanja BLUD

Utang Belanja Pegawai BLUD
Utang Belanja Barang Jasa BLUD
Utang Belanja Modal BLUD
Utang Belanja Subsidi

Utang Belanja Hibah

Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Kompensasi Pajak

Utang Restitusi Pajak

Utang Jangka Pendek Lainnya

Kewajiban - Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi
Kepemilikan

Utang Jaminan

Utang Jaminan Pajak Daerah
Utang Jaminan BLUD

302.426.691.303
24.783.167.032
234.214.471.547
43.429.052.724
993.924.457.622
2.468.786.663

13.126.032.102
3.682.084.268
963.302.495
8.440.296.226

40.349.113

6.244.285.214
4.251.303.714
1.992.981.500

106.185.331.681
25.884.013.620
77.947.146.762
2.354.171.299
1.163.509.402.365
898.352.444

92.342.791.216
90.703.845.349
1.598.596.754

40.349.113

2.188.962.526
250.725.026
1.938.237.500

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

4.569.900.471.972

4.091.960.331.322

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Utang Kepada Pemerintah Pusat
IBRD SLA 1247 (Proyek JUFMP/JEDI)
JICA SLA 1263 (Proyek MRT)

Utang PEN

14.856.534.283.076
286.356.748.429
7.290.092.296.108
7.280.085.238.539

15.883.352.186.785
319.986.371.859
7.268.631.486.803
8.294.734.328.123

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

14.856.534.283.076

15.883.352.186.785

JUMLAH KEWAJIBAN

19.426.434.755.048

19.975.312.518.107

JUMLAH EKUITAS

665.549.886.851.294

524.529.268.466.569

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

684.976.321.606.342

544.504.580.984.676

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini
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PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

METODE LANGSUNG

(Dalam Rupiah)
. 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Uraian Catatan Audited Audited
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI 5.6.1
Arus Kas Masuk: 5.6.1.1
Penerimaan Pajak Daerah 5.6.1.1.a|] 40.275.148.196.210 34.575.563.219.175
Penerimaan Retribusi daerah 56.1.1.b 376.977.989.704 383.859.710.282
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan { 5.6.1.1.c 402.424.109.447 398.792.009.852
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 5.6.1.1.d 4.524.662.808.134 6.238.159.855.240
Penerimaan Dana Bagi Hasil 5.6.1.1.e| 16.062.089.109.337 19.396.960.594.125
Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 5.6.1.1.f 34.127.101.188 46.940.443.417
Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 5.6.1.1.9 1.978.740.030.341 2.497.201.940.510
Penerimaan Dana Alokasi Umum - -
Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID) 5.6.1.1.h 29.684.233.000 43.370.860.000
Penerimaan Hibah 5.6.1.1.i 168.308.655.464 104.004.403.247
Pendapatan Lainnya - -
Jumlah Arus Kas Masuk 63.852.162,232,825 63.684.853.035.848
Arus Kas Keluar: 5.6.1.2
Pembayaran Pegawai 5.6.1.2.a] 17.705.440.378.717 18.816.237.919.714
Pembayaran Barang 5.6.1.2.b| 23.611.834.997.691 21.488.663.347.585
Pembayaran Bunga 5.6.1.2.c 270.632.758.937 86.116.019.366
Pembayaran Subsidi 5.6.1.2d 6.278.332.984.915 4.355.291.571.465
Pembayaran Hibah 5.6.1.2.e 1.883.108.905.652 1.961.753.963.075
Pembayaran Bantuan Sosial 5.6.1.2.f 5.009.775.852.095 6.528.360.208.967
Pembayaran Bantuan Keuangan 5.6.1.2.9 484.762.660.210 387.579.910.312
Pembayaran Tak Terduga 5.6.1.2.h 29.976.747.630 439.889.457.199
Jumlah Arus Kas Keluar 55,273.865.285.847 54.063.892.397.683
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 8.578.296.946.978 9.620.960.638.165
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI 5.6.2
Arus Kas Masuk: 5.6.2.1
Pelepasan Hak atas Tanah Brandgang 5.6.2.1.a 12.033.389.424 -
Pelepasan Hak atas Tanah Brandgang - -
Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai 5.6.2.1.b 6.637.610.808 8.018.565.242
Penjualan atas Gedung dan Bangunan 5.6.2.1.b 10.535.341.855 2.073.016.188
Penjualan Aset Tetap Lainnya - -
Pencairan Dana Cadangan - -
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 5.6.2.1.c 393.892.140 4.171.220.068
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah - -
Jumlah Arus Kas Masuk 29.600.234,227 14.262.801.498
Arus Kas Keluar: 5.6.2.2
Pembentukan Dana Cadangan 5.6.2.2.a - -
Perolehan Tanah 5.6.2.2.a 880.953.900.338 1.419.026.055.604
Perolehan Peralatan dan Mesin 5.6.22.a 1.796.060.808.255 1.328.559.319.984
Perolehan Gedung dan Bangunan 5.6.2.2.a 1.733.311.157.080 2.148.143.840.912
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan 5.6.2.2.a 4.264.727.292.528 1.651.854.419.907
Perolehan Aset Tetap Lainnya 5.6.2.2.a 129.483.946.737 318.243.380.312
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 5.6.2.2.b 822.570.000.000 4.289.397.026.671
Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat 5.6.2.2.c - 200.000.000.000
Kerugian Selisih Kurs dalam Pengelolaan Rekening Milik BUD 5.6.2.2d - 240.163

Jumlah Arus Kas Keluar
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

9.627.107.104.938
(9.597.506.870.711)

11.355.224.283.553
(11.340.961.482.055)

Halaman 1 dari 3




PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

METODE LANGSUNG
(Dalam Rupiah)
. 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Uraian Catatan Audited Audited
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN 5.6.3
Arus Kas Masuk: 5.6.3.1
Penerimaan Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 5.6.3.1 957.790.671.029 6.309.811.978.651
Penerimaan Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan - -
Jumlah Arus Kas Masuk 957.790.671.029 6.309.811.978.651
Arus Kas Keluar: 5.6.3.2
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 5.6.3.2 1.034.559.064.648 33.629.623.430
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan 5.6.3.2.b - -
Jumlah Arus Kas Keluar 1.034.559.064.648 33.629.623.430
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (76.768.393.619) 6.276.182.355.221
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS 5.6.4
Arus Kas Masuk: 5.6.4.1
Penerimaan Piutang Jaminan Pihak Ketiga 5.6.4.1.a 10.000.000 -
Belanja Dibayar di Muka (Sisa Kas di Bendahara Awa! Tahun) - -
Belanja Dibayar di Muka (Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran - -
Piutang Kelebihan Pembayaran Pajak (Awal Tahun) 5.6.4.1.a - -
Penerimaan Kas yang Dibatasi Penggunaannya 5.6.4.1.b - -
Kas BLUD yang Dibatasi Penggunaannya - -
Reklasifikasi Kas di Bendahara Penerimaan dari Aset di BP THR 5.6.4.2 - -
Penerimaan Jasa Giro Dana BOS TA 2019 yang Belum Disetor 5.6.4.1.c - -
Penerimaan Pembayaran Piutang Pengembalian Kelebihan 5.6.4.1.b 72.063.772 177.246.091
Setoran Kas Pembubaran BLUD 56.4.1d - -
Setoran Tuntutan Perbendaharaan 5.6.4.1d - -
Kelebihan Pembayaran Pihak Ketiga 56.4.1d - -
Kompensasi Kelebihan Bayar Pajak 56.4.1b - -
Reklasifikasi ke Uang Jaminan Kerjasama 5.6.4.1.c 252.244.000 381.050.000
Penerimaan Deposit Pasien - BLUD 56.4.1d 9.700.878.680 6.832.504.712
Penerimaan Deposit Jasa BLUD 56.4.1e 15.100.000 2.100.000
Penerimaan Uang Titipan 5.6.4.1.f 1.062.940.346 7.924.512.147
Penerimaan Kas Lainnya 56414 7.065.436.000 -
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 5.6.4.1.h 3.750.728.015.790 3.320.411.030.430
Jumlah Arus Kas Masuk 3.768.906.678.588 3.335.728.443.380
Arus Kas Keluar: 56.4.2
Hasil Eksekusi atas Jaminan - -
Belanja Dibayar di Muka (Sisa Kas di Bendahara TA 2019) - -
Belanja Dibayar di Muka (Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran - -
Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga TA 2019 - -
Penyetoran Uang Jaminan Kerjasama 5.6.4.2.a 197.500.000 -
Kas Pembubaran BLUD Transjakarta (Awal Tahun) - -
Belanja Dibayar di Muka (e-Money) - -
Lebih Catat Pendapatan Belum Disetor Tahun Sebelumnya 5.6.4.2.b - 861.500
Pengembalian Uang Titipan BLUD 5.6.4.2.c 3.573.974.766 16.128.309.959
Kas BLUD yang Dibatasi Penggunaannya 5.6.4.2.a - -
Reklasifikasi Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada | 5.6.4.2.d 2 61.819.053
Reklasifikasi Piutang Jaminan kepada Pihak Ketiga 5.6.4.2d - -
Kelebihan Setoran Pajak BLUD 56.4.2e - -
Penyetoran Penutupan BLUD - -
Koreksi Deposit Pasien - -
Pengeluaran Deposit Pasien - BLUD 5.6.4.2.¢e 9.559.168.149 6.967.426.807
Pengembalian Uang Muka Jasa BLUD 5.6.4.2f 13.700.000 6.000.000
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 56429 3.753.333.948.054 3.317.616.731.437

Jumlah Arus Kas Keluar
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

3.766.678.290.971
2.228.387.617

3.340.781.148.756
(5.052.705.376)
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PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
METODE LANGSUNG

(Dalam Rupiah)

31 Desember 2022

31 Desember 2021

Ursian Cetatan Audited Audited
PENYESUAIAN: SELISIH KURS BELUM TEREALISASI 56.5 . .
KOREKSI SALDO AWAL BOS 5.6.6 : .
KOREKSI SETORAN SALDO AWAL KAS BLUD s .
Kenaikan (Penurunan) Kas 565 | (1.093.749.929.735)|  4.551.128.805.955

Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah

Saldo Awal Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di
Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah dan Kas dan Setara Kas BLUD
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Akhir Kas dan Setara Kas BLUD

Saldo Akhir Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di

9.732.401.197.372
8.638.651.267.637

8.638.651.267.637

5.181.272.391.417
9.732.401.197.372

9.732.401.197.372

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini
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Bu;il’ Hartono



<

‘ JAYA RAYA ([

CATATAN ATAS LAPORAN

KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022
AUDITED



DAFTAR ISI

BAB | - PENDAHULUAN ...ttt sttt ettt sa e me e smn e s n e e sn e e e ne e e nnn e e e ne e e nnne e e 1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan KEUANQan ..........cccceeeeeeieiiiiiinreeeeesscsinneeeeee e s s 1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan KEUaNQan...........ccceeeiuureeeiiirieeeiiiieeeesiieeessireeessineeee s 2
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan KeUangan ...........c.ccceiuveeeeiiieeeeiiieeee e e sniieeee s 4

BAB Il EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA ......... 6
2.1 EKONOMI IMBKIO ... ittt ettt et a e e s et e s e e e e e e s 6
2.3 Kebijakan KEUANGAN. .......cciiiiiieiiiie ettt ettt e et e e et e e e abae e e e enens 20
2.4  Perubahan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2022................ccccoeee. 25

BAB Ill - IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN ..ottt 28
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan ..........ccooeeeoiiiiiiiiiiiiiesecssecece s 28

3.11 Pendapatan Daerah............ocuiiiiiiiiiiiiii e 29
3.1.2 Belanja Daerah dan TranSfer..... ..o 31
3.1.3 Pembiayaan Daerah ...............uuveiiiiiiiiiiiiiiieiiieieieeeeeseeeeveeeeeeeeesaaseeeasesasaaar e ————————— 33

BAB IV - KEBIJAKAN AKUNTANSI . e 35
4.1  Entitas Pelaporan Keuangan Daerah ...t 37
4.2  Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan .........c.ccccceeeeviieeeeiiineeeennns 38

4.3  Basis Pengukuran dan Pengakuan yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan 38

4.4  Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar

AKUNEANST PEMEINTANEAN. .....coiiiiiii ettt e e sneeee s 74

BAB V - PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN ....ooiiititiiteit ettt 75
5.1  Laporan RealiSasi ANGUQAIAN ...........eeiiiiiii it e ettt e e e e s e aib et e e e e e e s s ababeeeeaaeseaanbereeeaaaaeaas 75
5.1.1 Pendapatan Daerah..............ueeiiiii i 75
5.1.2 Belanja Daerah dan Transfer......... e 139
5.1.3 PeMDIAYAAN ... .. e e e e 187

5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ..., 189
o B - To o = 1o W @ o 1= =LY (o] o P | PRSPPI 191

LKPD Tahun 2022 | Audited



5.4  Laporan Perubahan EKUILAS ...........ccooiiiiiiiiiiie ettt e e 235

5.5 NEBIACA cei e ittt n et e e 245
551 N PP PP PP PP PPPPPPPPPPPPPPPN 245
5.5.2 [N 1] o = o P PEER 516
5.5.3 EKUITAS ...ttt ettt 544

5.6 LAPOran ANUS KBS .....ooiuiiiiiiiiieiie ittt ettt e e 544

BAB VI - PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN ..o 559

6.1  Domisili dan Bentuk HuKUM serta YUFSOIKSI .......ccvvviiirmieiiirieeceiieee e 559

6.2  Ketentuan Perundang-undangan yang menjadi Kegiatan Operasional .............ccccceviveeennnns 560

6.3  Kerjasama Pemerintah Daerah .........cccoooiiiiiiiiiiiie s 565

6.4  Hibah dari Pemerintah PUSAL...........ccooiiiiiiiiiiec e 566

6.5  Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) .........oocuiiiiiiiii ettt seneee e 567

6.6  Kinerja Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) .........cccccoviiieiiiiiiei e 568

6.7 Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan DekonsSentrasi.........cccoeeeeeeeeiiieieineeesssseseeeseeeeeennn 571

6.8  Penugasan Kepada BUMD ..........c..ooiiiiiiiiiiiiiee ittt e e et e e sbeeeeeaaes 583

6.9  Pergantian Gubernur kepada Penjabat Gubernur DKI Jakarta...........cccccoviieeiiiiiieiiinieenens 590

BAB VII - PENUTUPR ... s 592

LKPD Tahun 2022 | Audited ii



DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 - Tren Indeks Pembangunan Manusia DKI Jakarta Periode 2018-2022 .........cccevvinvieeinenene. 7
Grafik 2.2 - Tren Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di DKI Jakarta Periode 2019-2022 ............. 8
Grafik 2.3 - Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi DKI Jakarta Periode 2019-2022 ......... 9
Grafik 2.4 - Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi per THWUIAN .........ooeinieii e 10
Grafik 2.6 - Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita atas Dasar Harga Berlaku............... 12
Grafik 2.7 - Tren Indeks Rasio Gini Provinsi DKI JAKAIA ........veeruieerrieeiieeesieeesineeesnnssesnnesesnnanes 13
Grafik 2.8 - Target Dan Realisasi Inflasi Provinsi DKi JAKAMA ........uvevrienieniiieenieiieeieenieresneenesneenns 14

LKPD Tahun 2022 | Audited iii



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 - Capaian Kinerja Makro Provinsi DKI JAAra ...........cceeeiiiiiiaiiiiieeiiie et 6
Tabel 2.2 - Tabel Angggaran dan Realisasi Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tahun 2022........... 16
Tabel 2.3- Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2022............. 17
Tabel 2.4 - Tabel Total APBD Penetapan dan Pergeseran APBD Tahun 2022...........cccccveeiiiiieiiiiieeeens 25
Tabel 2.5 - Perubahan Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2022..................... 27
Tabel 5.1 - Rekapitulasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021...........cccccccevevvvvviieneienennnn. 76
Tabel 5.2 - Rekapitulasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021..........cccccccveveveeenn.. 76

Tabel 5.3 - Rekapitulasi Jumlah Kendaraan Bermotor yang Belum Daftar Ulang di Wilayah Provinsi DKI

Jakarta Berdasarkan Jenis Kendaraan dan Plat Nomor Periode 1 Januari 2018 S/D 31

DESEMDET 2022.....cci ettt e b e et e e b e e e e bb e e e arreeeeaa 79
Tabel 5.4 - Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022............cccceveiiiieeeinineeenninnn 102
Tabel 5.5 — Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2022 ..........ccccceevvvveeennnnenn. 103
Tabel 5.6 - Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2022 ...........ccccccccvevvvevennnnnn.. 111
Tabel 5.7 — Realisasi Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2022 ......................... 118

Tabel 5.8 — Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2022 dan

Tabel 5.9 — Realisasi Penerimaan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas
Penyertaan Modal pada BUMN Tahun Anggaran 2022 dan 2021 ..........cccccceeevnvieeenninnnnn. 121

Tabel 5.10 — Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan
Modal pada BUMD Tahun Anggaran 2022 dan 2021 ... 122

Tabel 5.11 — Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah Tahun Anggaran
2022 AAN 2021 ...ttt a e b e b e e be e br e be e naaeesaaeas 123

Tabel 5.12 — Realisasi Penerimaan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2022

LKPD Tahun 2022 | Audited iv



Tabel 5.13 - Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .................. 134

Tabel 5.14 — Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2022 dan 2021 ..............cccccuueee.. 140
Tabel 5.15 - Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2022.............. 157
Tabel 5.16 — Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 dan 2021 ...........ccccovcvveeernnnnen. 187
Tabel 5.17 — Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 dan 2021........ccccccoeecvvvveeeennn. 188
Tabel 5.18 — Rekapitulasi Pendapatan-LO Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021.............ccccvvveeennnn. 192
Tabel 5.19 — Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2022 dan 2021 ...................... 193
Tabel 5.20 - Rekapitulasi Pendapatan Pajak Daerah -LO Tahun Anggaran 2022 dan 2021................... 193
Tabel 5.21 — Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun Anggaran 2022 dan 2021.............. 201

Tabel 5.22 — Retribusi Daerah-LO Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Jumlah Ketetapan Retribusi Daerah

Tabel 5.23 - Retribusi Jasa Umum-LO Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Jumlah Ketetapan Retribusi

= 1T N U 0 10 o PP 203

Tabel 5.24 - Retribusi Jasa Usaha-LO Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Jumlah Ketetapan Retribusi
JASA USANE .. e e e aaaeas 204

Tabel 5.25 - Retribusi Perizinan Tertentu-LO Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Jumlah Ketetapan
Retribusi Perizinan TertentU ...........oooiiiiiiiiiiiie e 205

Tabel 5.26 — Rekapitulasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun
Anggaran 2022 dan 2021 .......oueeiiiiiiie e bbb e e sraee e 206

Tabel 5.27 - Rekapitulasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) — LO Tahun Anggaran 2022 dan 2021

........................................................................................................................................... 208
Tabel 5.28 - Rekapitulasi Beban Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021 ..........ccooiiiiieeieeeiniiiieieeeenn 224
Tabel 5.29 — Kas Daerah Per 31 Desember 2022 dan 2021..........coccuueiiiiriieiniiiieiieee e 246
Tabel 5.30 - Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih Per 31 Desember 2022 dan 2021.................... 273
Tabel 5.31 - Piutang BLUD Per 31 Desember 2022 dan 2021.........cc.ueieiiiiieeiiiieee e seeeee e e 282

LKPD Tahun 2022 | Audited \Y



Tabel 5.32 - Piutang BLUD RSUD Per 31 Desember 2022 dan 2021 .........c.coeeveveeiiiiiiiiiieeeee e 284

Tabel 5.33 - Rincian Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung.............ccceeeriiiiieiiieeenniieee s 286
Tabel 5.34 - Daftar Nilai Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan (KLB)........ 304
Tabel 5.35 - Rincian Pengembang yang Dikenakan Penyerahan Lahan Pengganti ..............ccccccvvveeee.n. 307
Tabel 5.36 - Rekapitulasi Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) Per 31 Desember 2022.................. 331
Tabel 5.37 - Akumulasi Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagin ........cccccoviiiiiiiiec e, 335
Tabel 5.38 - Penyertaan Modal dengan Metode EKUItaS.............cccceeveveiiiiiiieicccceeeeeeee e 337
Tabel 5.39 - Penyertaan Modal dengan Metode Biaya ..........c.ccccccveveviiiiiiiiiiiiceeeeeeeeeeeeeeeeeee 348
Tabel 5.40 - Aset Lainnya Per 31 Desember 2022 dan 2021.........ccccueieiiiiieiniiiie e 455
Tabel 5.41 - Rincian Tagihan Penjualan ANGSUIAN ..........cc.eoioiiiiiiaiiiiiee e 456
Tabel 5.42 - Aset Lain-lain Per 31 Desember 2022 dan 2021..........ccueieiiiiiieiniieee e 468
Tabel 5.43 — KEWAJIDAN........oiiiiiiiii ettt et nb e anee s 516
Tabel 5.44 - Kewajiban Jangka Pendek ... 516
Tabel 5.45- Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) ......ccoovoiiiiiiiie 517
Tabel 5.46 — Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pajak di PPKD..........cccccccciviiiiiiveee 518
Tabel 5.47 — Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pajak di SKPD...........ccccccccviviiiiiiiiieeeee 518
Tabel 5.48 - Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di BLUD ........coccuutiiiiiiiiiiiieeieee e 519
Tabel 5.49 - Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di BLUD Tiga Terbesar ........ccccoccceviiiiieiniieecininnen, 519
Tabel 5.50 - Perhitungan Utang Bunga (AKrual) JEDI ..........coooiiiiiiiiiiiiie e 521
Tabel 5.51 - Perhitungan Utang Bunga (AKrual) MRT .......uiiiiiiiiiii e 521
Tabel 5.52 - Perhitungan Utang Bunga Per 31 Desember 2022 ...t 521
Tabel 5.53 - Pendapatan Diterima di MUKA ...........oooiiiiiiiiii e 523
Tabel 5.54 - Rincian Saldo Utang Belanja.........cccoooiiiiiiiiiiiaiiiiie et 527

LKPD Tahun 2022 | Audited Vi



Tabel 5.55 - Utang Belanja Barang Jasa BLUD ...........ccooiiiiiiiiiiieiiiece et 533

Tabel 5.56 - Utang Belanja Barang Jasa BLUD RSUD dan RSKD ..........ccccieiiiiiieiiiiiie e 534
Tabel 5.57 - Utang Belanja Barang Jasa BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat.............c.cccccevnineeeininnen. 535
Tabel 5.58 - Utang Belanja Barang Jasa BLUD Non Kesehatan ...........ccccceiiiiiieiiiiiieniicc e 536
Tabel 5.59 - Arus Kas AKLIVIEAS OPEIASI ........uuuiiiieeeiiiiiiiiiiiie e e s s sittee e e e e s s ssiare e s e e e e s s ssnrraeeeeeeesasnsnreneeeeees 545
Tabel 5.60 - Arus Kas AKEVItAS INVESTASI.........uviiiieiiiieiee ettt 550
Tabel 5.61 - Arus Kas AKLIVItas PENdan@an .............cceviiiiriiiiiiiiic e 552
Tabel 5.62 - Arus Kas AKLIVItAS TIraNSITONIS .......c.veiiiiiiiiieiieie e 554
Tabel 5.63 - Penerimaan Potongan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)..........coooiiiiiiiiiiicece e 556
Tabel 5.64 - Pengeluaran Potongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) ..o, 558
Tabel 6.1 - Realisasi Pinjaman PEN Tahun 2020 ..........cocuiiiiiiiiiiiieeiee e 567
Tabel 6.2 - Daftar Badan Layanan Umum Daerah dan SKPD Penggabungnya Tahun 2022.................. 568
Tabel 6.3 - Daftar Tugas Pembantuan Tahun 2022 ... 573
Tabel 6.4 - Nilai Dana Dekonsentrasi yang Diterima DKI Jakarta Per 31 Desember 2022 ..................... 574
Tabel 6.5 - Penugasan kepada BUMD yang Masih Berlangsung Sampai Dengan Tahun 2022............. 583

LKPD Tahun 2022 | Audited Vii



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Rincian Realisasi Belanja Operasi Per SKPD Penggabung

Lampiran 2 Daftar Saldo Kas dan Setara Kas BLUD

Lampiran 3 Daftar Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran Sekolah

Lampiran 4 Rekapitulasi Piutang Pajak Daerah

Lampiran 5.1 Daftar Piutang Kerjasama atas Pemanfaatan Aset Milik Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta dalam Bentuk Sewa

Lampiran 5.2 Daftar Piutang Kerjasama atas Pemanfaatan Aset Milik Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta dalam Bentuk BOT/BTO

Lampiran 5.3 Rekapitulasi Pendapatan dan Piutang Sewa Pemanfaatan Titik
Reklame

Lampiran 6 Daftar Stock Opname Persediaan di SKPD

Lampiran 7 Ikhtisar Perhitungan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP)

Lampiran 8 Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah

Lampiran 9 Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir
Tahun dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya

Lampiran 10.1 Daftar Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga BOT, BTO, dan KSO

Lampiran 10.2 Daftar Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Kekayaan Daerah
yang Disewakan dan Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjam pakaikan

Lampiran 11 Daftar Aset Properti Investasi

Lampiran 12 Pendapatan Diterima di muka atas Pemanfaatan Aset dalam Bentuk
Sewa

Lampiran 13 Pendapatan Diterima di muka atas Kontribusi BOT/BTO

Lampiran 14.1  Daftar Utang Belanja Pegawai

Lampiran 14.2  Daftar Utang Belanja Barang dan Jasa

Lampiran 14.3  Daftar Utang Belanja di BLUD

Lampiran 15 Monitoring Utang Belanja atas Penyelesaian Pekerjaan yang Melewati
Tahun

Lampiran 16 Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

Pendapatan, Beban, dan Surplus (Defisit)

LKPD Tahun 2022 | Audited viii



Lampiran

Lampiran

Lampiran

Lampiran

17

18

19

20

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Aset,

Kewajiban, dan Ekuitas

Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah, Aktiva, Kewajiban,

dan Ekuitas Dana

Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pendapatan, Beban,
dan Laba (Rugi)

Daftar Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan yang Beratas Nama

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

LKPD Tahun 2022 | Audited



\_RAYA

)
5

) \\ m
o =

AYA

BAB |

PENDAHULUAN



1.1.

BAB |

PENDAHULUAN

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2022 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah
maka kepala daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari:
a. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja,
surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan
dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo
Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
c. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan
ekuitas dana pada tanggal tertentu.
d. Laporan Operasional
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan
penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
e. Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode
tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan,
pembiayaan dan non keuangan.
f. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun

pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
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1.2.

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK)
CalLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-

pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk
memenuhi kebutuhan informasi bagi pemangku kepentingan (masyarakat, DPRD, lembaga
pengawas, lembaga pemeriksa dan pemerintah pusat). Informasi yang dimaksud adalah informasi
mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta pada Tahun Anggaran 2022 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna
dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta menyediakan informasi mengenai pendapatan, beban, belanja, surplus/defisit, pembiayaan,
kenaikan/penurunan saldo anggaran lebih, aset, kewajiban, ekuitas dana, kenaikan/penurunan
ekuitas dan arus kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

a. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;

b. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang
ditetapkan dan peraturan Perundang-undangan;

c. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
serta hasil-hasil yang telah dicapai;

d. Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi
kebutuhan kas;

e. Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkaitan dengan sumber-sumber
penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan
pajak dan pinjaman; dan

f.  Perubahan posisi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai kenaikan atau penurunan

sebagai akibat kegiatan yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2022.

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
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Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010
Nomor 5165);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerabh;
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1.3.

p. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007
Nomor 5);

g. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161
Tahun 2014;

r. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penatausahaan Keuangan Daerabh;

s. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur
Akuntansi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berbasis Akrual;

t. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2019;

u. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 154 Tahun 2018 tentang Bagan Akun Standar
Penyusunan Laporan Keuangan;

v. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian
Hibah Dan Bantuan Sosial;

w. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Daerabh;

X. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1201 Tahun 2022 tentang Entitas Akuntansi
dan Entitas Akuntansi Penggabung Tahun Anggaran 2022;

y. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 dan Rencana

Aksi Dalam Rangka Mempertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian.
Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan
keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Penyusunan CaLK Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2022 dibagi ke dalam 7 (tujuh) Bab, terdiri dari:

BAB | . Berisi pendahuluan yang membahas maksud dan tujuan penyusunan laporan
keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika

penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB I :  Memuat kondisi ekonomi makro, indikator kinerja utama, kebijakan keuangan,

perubahan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan Tahun 2022.

BAB Il . Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala

yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
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BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VI

Membahas mengenai entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang
mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran dan pengakuan yang
digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, dan penerapan kebijakan
akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP).

Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan yang terdiri
dari komponen-komponen laporan realisasi anggaran, komponen-komponen laporan
perubahan saldo anggaran lebih, komponen-komponen laporan operasional,
komponen-komponen laporan perubahan ekuitas, komponen-komponen neraca, dan

komponen-komponen laporan arus kas.
Berisi penjelasan atas informasi-informasi non-keuangan.

Berisi penutup yang memuat kesimpulan atas Catatan atas Laporan Keuangan Tahun
2022.
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2.1

BAB Il

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN

PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Ekonomi Makro

Ekonomi makro dalam bentuk capaian kinerja makro yang menggambarkan keberhasilan

penyelenggaraan pemerintah daerah secara umum yang dihasilkan dari berbagai program yang

diselenggarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Swasta, dan pihak terkait lainnya dalam

pembangunan di Provinsi DKI Jakarta. Capaian kinerja makro Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada

tabel di bawah ini:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Makro Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

NO INDIKATOR KINERJA MAKRO CAPA'QONZIAHUN CAPAleO’\égAHUN %
1. Indeks Pembangunan Manusia 81,11 81,65 0,67
2. Angka Kemiskinan 4.67% 4.61% (1,28)
3. Angka Pengangguran 8,50% 7,18% (15,5)
4, Pertumbuhan Ekonomi 3,56% 5,25% 47,5
5. Pendapatan Per Kapita Rp 274.962.980,00 | Rp 298.359.570,00 8,51
6. Ketimpangan Pendapatan 0,411 0,412 0,24

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2023

Penjelasan atas capaian kinerja makro Provinsi DKI Jakarta dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur

kualitas hidup penduduk di suatu negara atau daerah. Nilai IPM berfungsi sebagai indikator

penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (Badan

Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2022) yakni dengan menjelaskan bagaimana penduduk

dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh kesehatan, pendidikan, dan

pendapatan. Indeks ini dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu:

1) Umur panjang dan hidup sehat yang digambarkan oleh Umur Harapan Hidup (UHH) saat

lahir yakni rata-rata usia yang dapat dicapai oleh bayi sesuai kondisinya pada saat lahir;

2) Pengetahuan yang diukur berdasarkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama

Sekolah (HLS). RLS merupakan rata-rata lamanya pendidikan formal yang dijalani oleh

penduduk usia 25 tahun ke atas, sedangkan HLS menggambarkan harapan atas rata- rata

lamanya pendidikan formal yang dapat dienyam oleh penduduk sejak usia tujuh tahun ke

atas; dan

3) Standar hidup layak yang diperoleh dari besar pengeluaran per kapita yang disesuaikan -

Purchasing power parity (PPP).

Data IPM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 bersumber dari Publikasi Badan Pusat Statistik
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Provinsi DKI Jakarta yang berjudul Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DKI Jakarta 2022
yang dirilis pada 23 Desember 2022. IPM Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 tercatat sebesar 81,65
atau meningkat 0,67% dibandingkan tahun 2021 dengan status pembangunan manusia sangat
tinggi (IPM = 80) dan menjadi Provinsi dengan kualitas hidup penduduk tertinggi di Indonesia.
Selama kurun waktu 2018-2022, IPM Provinsi DKI Jakarta mengalami pertumbuhan hingga
1,47%. dimana pada 2018 tercatat sebesar 80,47 dan meningkat 1,18 poin menjadi 81,65 pada
2022. Setelah terjadi perlambatan pertumbuhan pada tahun 2020 dikarenakan pandemi Covid-
19, yakni hanya tumbuh 0,01%. pertumbuhan IPM Provinsi DKI Jakarta kembali menguat pada
tahun 2021 dan 2022. Hal ini didorong oleh penanganan pandemi yang berjalan baik dan
pemulihan ekonomi yang terus berlanjut sehingga pembangunan manusia Jakarta menjadi lebih
baik.
Grafik 2.1
Tren Indeks Pembangunan Manusia DKI Jakarta Periode 2018-2022

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DKI Jakarta dan
Indonesia, 2018-2022
80,47 80,76 80,77 81,11 81,65
o — *— ife—.
71,39 71,92 71,94 72,29 72,91
2018 2019 2020 2021 2022
=®=DKl Jakarta =@-Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2023

Tren Indeks Pembangunan Manusia DKI Jakarta selama periode 2018-2022 menunjukkan
pertumbuhan hingga 1,18 poin dan terus berada di atas rata-rata IPM Nasional (BPS Provinsi
DKI Jakarta, 2023).

b. AngkaKemiskinan
Penjabaran angka kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 menggunakan data persentase
penduduk miskin Provinsi DKI Jakarta yang bersumber dari Berita Resmi Statistik yang
dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta setiap bulan Maret dan September.
Data terakhir yang dipublikasi oleh BPS adalah data periode sampai dengan September 2022
yang dipublikasi pada tanggal 16 Januari 2023. Rumus perhitungan persentase penduduk miskin
Provinsi DKI Jakarta adalah jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta yang hidup di bawah garis
kemiskinan (yang didapat berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Indonesia) dibagi jumlah total

penduduk Provinsi DKI Jakarta dikali 100%. Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah
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pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya,
baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. Persentase penduduk miskin Provinsi DKI
Jakarta per September 2022 berada di angka 4,61% atau menurun 1,28% dibandingkan angka
tahun 2021 di bulan yang sama yakni sebesar 4,67 %.

Tren angka kemiskinan DKI Jakarta dalam kurun waktu dua tahun sejak pandemi menunjukkan
peningkatan yang signifikan yaitu dari 3,42% pada September 2019 menjadi 4,53 % pada
September 2020 dan 4,67% pada September 2021. Angka kemiskinan baru menunjukkan
penurunan pada September 2022 dengan 4,61%. Angka kemiskinan baru menunjukkan
penurunan pada September 2022 dengan 4,61% yang disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 2.2
Tren Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di DKI Jakarta Periode 2019-2022

r T

MARET  SEPT  MARET  SEPT  MARET  SEPT  MARET  SEPT
2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022

mmmmmm PENDUDUK MISKIN (RATUS RIBU ORANG] sl PERSENTASE (PD)

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2023

Tren jumlah dan persentase penduduk miskin di DKI Jakarta selama periode 2019-2022
menunjukkan peningkatan signifikan mulai Maret 2020 dikarenakan pandemi Covid-19. Angka
kemiskinan tertinggi terukur pada Maret 2021 sebesar 4,72% dan setelahnya bergerak fluktuatif
dengan kondisi akhir 4,61% di September 2022 (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta,
2023).

c. AngkaPengangguran
Pengukuran angka pengangguran di Provinsi DKI Jakarta menggunakan data Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan laman resmi BPS Provinsi DKI
Jakarta, tingkat pengangguran terbuka didefinisikan sebagai persentase jumlah pengangguran
terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja dan pengangguran didefinisikan sebagai berikut:
1) Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya

pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran (Badan Pusat Statistik
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Provinsi DKI Jakarta, 2022);
2) Pengangguran adalah:

a. penduduk yang aktif mencari pekerjaan;

b. penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru;

c. penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat

pekerjaan; dan
d. kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah
mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
Dalam laman resmi Situs Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2022), dijabarkan bahwa
TPT menunjukkan kemampuan ekonomi suatu daerah untuk menciptakan lapangan kerja yang
mampu menyerap tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai TPT di suatu daerah artinya
semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan di daerah tersebut. Oleh
karena itu, menurunnya nilai TPT Provinsi DKI Jakarta di 2022, yakni dari 8,5% di 2021 menjadi
7,18% di 2022, menunjukkan semakin banyaknya suplai tenaga kerja yang termanfaatkan di
Provinsi DKI Jakarta pada 2022. Terdapat sembilan sektor pekerjaan yang mengalami
peningkatan tenaga kerja, yakni sektor listrik dan gas, sektor konstruksi, sektor pengangkutan
dan pergudangan, sektor akomodasi dan makan minum, sektor informasi dan komunikasi, sektor
keuangan dan asuransi, sektor real estate, sektor jasa perusahaan, dan sektor jasa pendidikan.
Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi DKI Jakarta selama periode 2019-2022
disajikan dalam grafik berikut:
Grafik 2.3
Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi DKI Jakarta

Periode 2019-2022
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Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2023
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Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi DKI Jakarta selama periode 2019-2022
menunjukkan peningkatan 4,41% poin pada 2020 dan terus menurun hingga 2022 dengan
tingkat penurunan sebesar 1,31% poin dibanding tahun 2021 (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI
Jakarta, 2023).

Pertumbuhan Ekonomi

Peningkatan aktivitas dan mobilitas masyarakat yang terus membaik menjadi pendorong utama
tumbuhnya perekonomian Jakarta. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya permintaan
agregat baik dari domestik maupun luar negeri. Meskipun demikian, kenaikan harga komoditas
dan perlambatan ekonomi global masih menahan percepatan ekonomi Jakarta.

Pada tahun 2022, ekonomi Jakarta tumbuh 5,25%. menguat dibanding tahun 2021 yang tumbuh
3,56 %. Dari sisi pengeluaran, hampir seluruh komponen meningkat kecuali Pengeluaran
Konsumsi Pemerintah (PKP) mengalami kontraksi. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Ekspor
dan Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit (PKLNPRT). Dari sisi produksi, Lapangan
usaha Jasa Lainnya mencatat pertumbuhan tertinggi diikuti oleh Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Triwulanan C-to-C Tahun 2022 disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 2.4

Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi per Triwulan
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Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2023
Sepanjang tahun 2022, Jasa Lainnya tumbuh paling tinggi sebesar 15,27 %. Tingginya mobilitas
masyarakat berdampak pada meningkatnya aktivitas hiburan dan pariwisata di Jakarta.
Pertumbuhan tertinggi ke-2 adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,31 %.
Capaian ini didukung oleh meningkatnya rata-rata Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel di
Jakarta dan peningkatan aktivitas makan minum di restoran. Berikutnya adalah Jasa Kesehatan
dan Kegiatan Sosial yang tumbuh sebesar 9,28 %. Capaian ini dapat dilihat dari meningkatnya

jumlah pasien yang berobat. Kategori yang mengalami kontraksi antara lain Pertambangan dan
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Penggalian; Pengadaan Listrik, Gas; dan Jasa Pendidikan. Kontraksi terbesar terjadi pada

Pertambangan dan Penggalian sebesar minus 5,42 %. Struktur dan Pertumbuhan PDRB

Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022 disajikan melalui grafik berikut.

Grafik 2.5

Struktur dan Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022 (%)

LAJU DISTRIBUSI
o,
PERTUMBUHAN (%) (%)
Pengadaan Air 0,03
0'51 Pertanian, Kehutanan, dan
251 Perikanan 0,08
238 Pengadaan Listrik, Gas 0,23
5 4; Pertambangan dan Penggalian 0,25
! Jasa Kesehatan dan Kegiatan
9,28 Sosial 2,23
719 Transportasi dan Pergudangan 3,99
15.27 Jasa Lainnya 4,02
! Administrasi Pemerintahan,
2,01 Jaminan Sosial Wajib 4,5
Penyediaan Akomodasi dan
9,31 Makan Minum 4,51
011 Jasa Pendidikan 4,69
204 Real Estate 5,84
5 84 Jasa Perusahaan 8,62
6.69 Informasi dan Komunikasi 9,25
169 Konstruksi 11,04
128 Jasa Keuangan 11,08
5’95 Industri Pengolahan 12,29
778 Perdagangan Besar dan Eceran, 17,44

Reparasi Mobil Motor

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2023

Pendapatan Per Kapita

Indikator pendapatan per kapita digunakan untuk menilai kesejahteraan suatu daerah secara
agregat. Terdapat beberapa pendekatan (proxy) yang dapat digunakan untuk mengukur
pendapatan per kapita suatu daerah dimana pendekatan yang paling sering digunakan adalah
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. PDRB per kapita mencerminkan rata-rata
nilai tambah yang dihasilkan oleh aktivitas yang dilakukan oleh setiap penduduk pada suatu
wilayah. Data yang digunakan untuk mengukur PDRB per kapita Provinsi DKI Jakarta tahun 2021
dan 2022 pada dokumen ini merupakan PDRB atas dasar harga berlaku yang bersumber dari
Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2023).

Pengukuran PDRB per kapita dilakukan dengan membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk

pertengahan tahun dalam suatu wilayah per periode tertentu. Pada 2022, PDRB per kapita
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tercatat sebesar 298,36 juta rupiah atau meningkat 8,51% dibandingkan tahun 2021.
Pendapatan per kapita Provinsi DKI Jakarta terus meningkat sejak tahun 2018, meskipun sempat
mengalami penurunan karena pandemi Covid-19. PDRB per Kapita atas Dasar Harga Berlaku

dalam juta rupiah selama periode 2018-2022 disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 2.6
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita

atas Dasar Harga Berlaku dalam Juta Rupiah
Periode 2018-2022

298.36
300
274.52
247.68 268.05 26M
200
150
2018 2019 2020 2021 2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2023

PDRB per Kapita atas Dasar Harga Berlaku dalam juta rupiah selama periode 2018-2022
menunjukkan tren meningkat meskipun sempat turun pada 2020 dikarenakan pandemi Covid-19
(Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2023).

Ketimpangan Pendapatan

Pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi DKI Jakarta pada 2021 dan 2022
menggunakan Indeks Rasio Gini yang dirilis oleh BPS Provinsi DKI Jakarta setiap bulan Maret
dan September. Data terakhir yang dipublikasi oleh BPS adalah data periode sampai dengan
September 2022 yang dipublikasi pada tanggal 16 Januari 2023. Nilai Rasio Gini berkisar antara
0 hingga 1 dimana nilai yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang
semakin tinggi. Sebaliknya, Rasio Gini yang semakin mendekati nilai 0, semakin menunjukkan
adanya pemerataan pendapatan. Nilai 0 pada Rasio Gini menggambarkan kesetaraan yang
sempurna, artinya setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai
1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna dimana satu orang dapat memiliki semua
pendapatan sementara yang lainnya tidak memiliki apapun. Tren Indeks Rasio Gini Provinsi DKI
Jakarta periode Tahun 2017-2022 disajikan dalam grafik berikut:
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Grafik 2.7

Tren Indeks Rasio Gini Provinsi DKI Jakarta

\ J

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2023

Tren Indeks Rasio Gini Provinsi DKI Jakarta (garis biru) secara umum berada di atas tren Indeks
Rasio Gini Nasional (garis oranye) selama periode 2017-2022. Artinya, ketimpangan pendapatan
di wilayah DKI Jakarta umumnya lebih besar dibandingkan kondisi nasional. Penurunan Rasio
Gini di DKI Jakarta terjadi dalam kurun 2017-2018 kemudian terus meningkat hingga 2022
(Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2023).

Indeks Rasio Gini Provinsi DKI Jakarta per September 2022 sebesar 0,412 atau naik 0,001 poin
apabila dibandingkan dengan periode September 2021. Angka ini menunjukkan adanya
peningkatan atas kondisi ketimpangan pendapatan di wilayah DKI Jakarta. Ketimpangan
pendapatan di wilayah Provinsi DKI Jakarta juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan
ketimpangan pendapatan yang terjadi secara nasional. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Rasio
Gini Provinsi DKI Jakarta yang selalu berada di atas nilai Rasio Gini Nasional selama periode
2017-2022.

g. Inflasi

Sejak awal tahun hingga mendekati penghujung tahun 2022, inflasi bulanan Jakarta secara year
on year (yoy) menunjukkan fluktuasi dengan trend meningkat. Puncak inflasi tahun 2022 terjadi
pada bulan September dimana tingkat inflasi mencapai 4,61 %. Tingkat inflasi menjelang akhir
tahun mulai terkendali dan meskipun di akhir tahun, inflasi Jakarta kembali naik. Inflasi pada
Desember 2022 tahun ke tahun (yoy) tercatat sebesar 4,21%. naik 0,10% poin dibandingkan
bulan sebelumnya. Kenaikan inflasi ini dikarenakan indeks harga sejumlah barang dan jasa
terpantau meningkat menjelang Natal, tahun baru dan liburan sekolah. Realisasi inflasi Provinsi
DKI Jakarta Tahun 2022 disajikan pada grafik berikut:
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Grafik 2.8

Realisasi Inflasi Provinsi DKI Jakarta tahun 2022

INFLASI (% YoY)
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Sumber: Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, 2022

Komoditas utama penyumbang inflasi tahun ini diantaranya bensin, bahan bakar rumah tangga,
dan kontrak rumah. Namun atas kebijakan Pemerintah menaikan harga bensin, kucuran berbagai
jenis bantuan sosial baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi pada akhirnya
berkontribusi dalam menjaga tingkat konsumsi masyarakat. Peningkatan harga bensin
mendorong kelompok pengeluaran transportasi menjadi kelompok penyumbang inflasi tertinggi.
Sementara bahan bakar rumah tangga dan kontrak rumah membuat andil inflasi kelompok
perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga cukup tinggi.

Bila dilihat dari besaran andil terhadap inflasi umum, secara year on year (yoy), kelompok
transportasi merupakan penyumbang inflasi tertinggi. Sumbangan inflasi kelompok ini mencapai
1,54% dipicu kenaikan harga bensin (1,049%), jasa angkutan udara (0,250%), dan jasa angkutan
dalam kota (0,081%). Di posisi kedua, terdapat kelompok makanan, minuman, dan tembakau
yang memberikan kontribusi cukup tinggi yaitu 0,81%. Pemicu utama inflasi pada kelompok ini
yaitu komoditas rokok kretek filter (0,082%), telur ayam ras (0,08%), dan beras (0,051%).
Komoditas pada kelompok ini seringkali mengalami kenaikan harga karena keterbatasan
pasokan maupun peningkatan permintaan. Di urutan berikutnya, terdapat kelompok perumahan,
air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang memberikan sumbangan inflasi 0,8%. Tingginya
andil inflasi komoditas bahan bakar rumah tangga (0,292%), kontrak rumah (0,284%), dan sewa
rumah (0,142%) menjadi pendorong utama inflasi pada kelompok ini.

Dibandingkan kota-kota lain di Indonesia, inflasi Jakarta (yoy) relatif cukup rendah. Jakarta
menempati peringkat ke-83 dari 90 kota dengan urutan inflasi tertinggi, artinya ada 82 kota
dengan inflasi lebih tinggi dari Jakarta dan hanya 7 kota yang inflasi lebih rendah dari Jakarta.
Sementara itu, di antara kota-kota satelit, inflasi Jakarta merupakan yang terendah. Pasalnya,
empat kota di sekitar Jakarta mengalami inflasi lebih tinggi yaitu Depok (6,06%), Bogor (5,82%),

Bekasi (5,37%), dan Tangerang (4,56%). Hal ini menunjukkan bahwa meski terjadi peningkatan
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inflasi di Jakarta, namun masih relatif terkendali.

Dalam rangka mengendalikan inflasi dengan cara menjaga kestabilan harga, memastikan

ketersediaan stok dan pasokan komoditas pangan strategis, memperlancar distribusi pangan,

membangun komunikasi efektif dan memperluas cakupan kerja sama antar daerah, Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta melakukan beberapa upaya di antaranya:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

Melaksanakan monitoring langsung ke lapangan untuk mengecek harga, ketersediaan,
produksi dan distribusi kebutuhan bahan pangan.

Melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah yang memiliki surplus komoditas pangan
dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan di daerah baik secara B2B maupun
G2G.

Melakukan pasar murah, bazar murah atau kegiatan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi
Harga (KPSH).

Melibatkan berbagai stakeholder terkait seperti kepolisian, kejaksaan, TNI, BPKP, Tim
Penggerak PKK dalam melaksanakan upaya pengendalian inflasi di daerah.

Melakukan inovasi dalam menjaga ketersediaan bahan pangan di daerah melalui berbagai
kegiatan misalnya swadaya masyarakat Gerakan menanam tanaman pangan.

Melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif serta cepat dengan berbagai
stakeholder melalui pemanfaatan teknologi dan informasi misalnya membuat grup whatsapp
untuk memberikan laporan secara rutin yang bertingkat dan berjenjang.

Menjaga daya beli masyarakat dengan terus melanjutkan berbagai program jaring

pengaman sosial.

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan kegiatan untuk

mengendalikan inflasi diantaranya yaitu :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Penerbitan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1119 Tahun 2022 tentang Tim
Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Pemantauan Harga dan Stok Pangan di Pasar Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional
(HBKN) Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, pada 6 Desember 2022 di 2 lokasi Pasar Induk
Kramat Jati.

Partisipasi pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah yang Diselenggarakan
Kementerian Dalam Negeri RI hari Senin, 21 November 2022, Pj. Gubernur menjelaskan
best practices sebagai salah satu daerah dengan tingkat inflasi terendah di Indonesia.
Kegiatan Monitoring Penyaluran Beras Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga
(KPSH), dilaksanakan di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur pada 7 November
2022.

Pendistribusian Program Pangan Bersubsidi, Pj. Gubernur dalam kunjungan kerja ke
Jakgrosir Pasar Induk Kramat Jati tanggal 6 Desember 2022, turut memantau
pendistribusian pangan bersubsidi kepada masyarakat.

High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tujuan HLM TPID diadakan
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yaitu membahas perkembangan perekonomian, inflasi 2022, prospek inflasi 2023, upaya
pengendalian inflasi dan membahas kesiapan menyambut HBKN (Hari Besar Keagamaan
Nasional) Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.

h. Kinerja Belanja Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Kinerja belanja Urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah
sebesar 56,55% dari total belanja keseluruhan sebesar Rp64.865.121.220.296,00 yang terdiri
atas urusan Pendidikan sebesar 22,51%, urusan Kesehatan sebesar 15,88%, urusan Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang sebesar 9,73%, urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman sebesar 2,30%, urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan

Masyarakat sebesar 3,82%, dan urusan Sosial sebesar 2,31%. Kinerja belanja urusan

pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Tabel Angggaran dan Realisasi Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Tahun 2022

(dalam rupiah)

Tahun Anggaran 2022

% Terhadap

No Urusan Pemerintah Daerah % Total
Anggaran Realisasi Belanja
5

1 2 3 4 (4:3) 6
URUSAN PEMERINTAHAN

| WAJIB YANG BERKAITAN 39.585.151.647.129 36.678.217.311.939 92,66 56,55
DENGAN PELAYANAN DASAR

1 Pendidikan 15.032.362.426.253 14.602.299.770.054 97,14 22,51

2 Kesehatan 11.365.330.452.829 10.301.374.267.406 | 90,64 15,88

3 ;ﬁ';f]gaa” Umum dan Penataan 7.192.368.081.266 6.310.168.623.077 | 87,73 9,73

4 | Perumahan Rakyat dan Kawasan 1.712.120.401.012 1.489.036.499.006 | 86,97 2,30
Permukiman
Ketentraman dan  Ketertiban

5 Umum Serta Perlindungan 2.701.353.022.416 2.476.134.210.797 91,66 3,82
Masyarakat

6 Sosial 1.581.617.263.353 1.499.203.941.599 94,79 2,31

Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta, 2022

Penjelasan lebih lanjut mengenai anggaran dan realisasi belanja urusan Pemerintahan Wajib

Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar dijelaskan pada CalLK 5.1.2.2 Klasifikasi Urusan.

2.2 Indikator Kinerja Utama

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan
daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
berdasarkan peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu capaian

kinerja Pemerintah Daerah diukur dengan akuntabilitas kinerja. Nilai akuntabilitas kinerja diperoleh
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dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran Strategis.

Akuntabilitas kinerja adalah bentuk dari transparansi capaian keberhasilan Pemerintah Daerah
Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat dalam masa 1 (satu) periode. Adapun manfaat dari
pengukuran capaian kinerja yaitu memberikan kepada para pihak internal pemerintah maupun
eksternal tentang pelaksanaan program-program yang mendukung misi organisasi dalam rangka
mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Capaian dari target kinerja menjadi tolak ukur
realisasi program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur
Nomor 131 Tahun 2022 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tahun 2022.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai 28 Sasaran dan 38 Indikator Kinerja Sasaran dalam
Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 yang ditetapkan dalam Keputusan
Gubernur NO/131/2022 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tahun 2022.

Realisasi capaian akuntabilitas kinerja Tahun 2022 dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 dari 38 indikator kinerja yang diperjanjikan pada tahun
2022, sebanyak 22 (dua puluh dua) indikator terealisasi sesuai atau melebihi target kinerja, 13 (tiga
belas) indikator belum tercapai sesuai target yang ditetapkan, serta realisasi 3 (tiga) indikator masih
dalam proses penilaian Pemerintahan Pusat, hal tersebut secara rinci disajikan pada tabel sebagai
berikut:

Tabel 2.3
Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Perjanjian Kinerja
Tahun 2022
INDIKATOR KINERJA SATUAN
NO SASARAN NO UTAMA (IKU) TARGET REALISASI | CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 (7;5)
1 MEYVUJUdk?\n kqta aman, 1 Indgks potensi kerawanan 22,47 Nilai 18,98 118,38%
tertib dan inklusif sosial
2 | Terwujudnya Jakarta Kota | 2 Indeks kesiapsiagaan
Tangguh Bencana pelayanan kebencanaan 6,45 Nilai 7,32 113,48%
daerah
3 Terwujudnya 3 Indeks Pembangunan
pembangunan kota yang Gender 96,2 Nilai N/A i
setara gender serta ramah
perempuan dan anak
4 Prevalensi kekerasan
terhadap perempuan dan 32,4 Persen 34,4 93,83%
anak
4 Mewujudkan manusia | 5 Indeks Pembangunan
sehat, cerdas dan Manusia 81,6 Nilai 81,65 100,06%
berkarya
5 Te.rWUJudnya keluarga 6 Total Fertility Rate 2,29 Nilai 222 103,05%
sejahtera
Meningk ki 7 | Tingk
6 ernng atnya gng atan ingkat pengangguran 8.2 Persen 718 112.44%
kerja yang adaptif secara terbuka
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INDIKATOR KINERJA SATUAN
NO SASARAN NO UTAMA (IKU) TARGET REALISASI | CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8(7;5)
digital dan dapat terserap
dalam pasar kerja
7 Meningkatnya 8 | Jumlah peningkatan
kewwagsahaan baru yang pelaku kewirausahaan 146.552 wirausaha 52823 113.47%
berbasis pengalaman dan
nilai tambah
8 Tersedianya stok 9 Indeks Ketahanan Pangan
kebutuhan pangan yang 78,89 nilai 80,23 101,70
berbasis pengalaman dan
nilai tambah
9 | Terlaksananya 10 | Tingkat kemiskinan
pengentasan kemiskinan 3,45 Persen 4,61 74,83%
bagi seluruh masyarakat
10 Menlngkatnya. - 11 | Realisasi nilai investasi 1245 Trlllyn 143 114.8%
pertumbuhan investasi Rupiah
11 | Meningkatnya fungsi dan | 12 | Jumlah titik genangan
pengelolagn |nfra§truktur banijir 0 titik 1 93,33%
pengendalian banjir dan
abrasi
12 | Meningkatnya akses | 13 | Cakupan pelayanan air
sanitasi layak dan bersih 64 Persen 65,41% 102,20%
berkelanjutan
14| Cakupan pelayanan air |, ,q Persen 20,59% | 96,87%
limbah
15 | Persentase  penurunan 26 Persen 26,01 100,04%
volume sampah di kota
13 | Terwujudnya sarana dan | 16 | Jumlah titik macet
prasarana  transportasi
yang aman, memadai,
modern, terintegrasi, 0 Titik 0 100%
ramah lingkungan dan
terjangkau bagi semua
warga jakarta
17 | Persentase perjalanan
penduduk menggunakan
sarana kendaraan 20 Persen 18,45 92,25%
bermotor umum (public
transportation modal
share)
14 | Meningkatnya 18 | Persentase penyediaan
pemanfaatan energi dan energi dan
ketenagalistrikan secara ketenagalistrikan yang
aman, andal dan berkelanjutan 0,15 Persen 0,32 213,3%
berkelanjutan untuk
mendukung
pembangunan kota
15 | Tersedianya hunian yang | 19 | Jumlah backlog hunian
layak dan terjangkau bagi
seluruh lapisan 279.355 Unit 280.489 99,59%
masyarakat
16 | Meningkatnya kesesuaian | 20 | Persentase penurunan
pemanfaatan ruang pemanfaatan ruang yang 27 Persen 20,54 123.93%
dengan rencana tata tidak  sesuai  dengan
ruang rencana
17 | Meningkatnya 21 | Indeks profesionalitas N/A
profesmnahsme dan iklim ASN 9 Nilai (Masih )
kerja aparatur dalam
proses
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INDIKATOR KINERJA SATUAN
NO SASARAN NO UTAMA (IKU) TARGET REALISASI | CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8(7;5)
penilaian
BKN)
22 | Persentase sarana dan
prasarana aparatur yang 60 Persen 60,10 100,17%
sesuai standar
18 | Terwujudnya tata kelola | 23 | Nilai/ Predikat AKIP
pemerintahan yang taktis
dan adaptif berbasis data, AA(91) | Predikat 80,51 88,47%
serta model organisasi
pemerintahan yang
dinamis
24 | Indeks Kepuasan | gg 5 Nilai 90,43 102,18%
Masyarakat
25 | Indeks Reformasi Birokrasi 91 Nilai 78,98 86,79%
26 | Skor EKPPD 3,3 Nilai N/A -
27 | Opini Laporan Keuangan WTP Predikat WTP 100%
Daerah
28 | Persentase perangkat
daerah yang telah
menggunakan sandi 100 Persen 100 100%
dalam komunikasi
perangkat daerah
19 | Terwujudnya tata kelola | 29 | Indeks SPBE
pemerintahan dan
keuangan daerah yang 3,35 Nilai 3,67 109,6%
transparan, akuntabel
serta berbasis teknologi
informasi
20 | Terbangunnya kota yang | 30 | Indeks Kualitas
berwawasan tata ruang Lingkungan Hidup
dan lingkungan sebagai 52,5 Nilai 54,65 104,09%
perwujudan kota yang
berkelanjutan dan lestari
21 | Meningkatnya kuantitas | 31 | Penambahan Ration RTH
dan kualitas Ruang
Terbuka Hijau (RTH) yang 0,0181 Persen 0,0049 27%
adaptif
22 | Melambatnya penurunan | 32 | Tingkat penurunan
permukaan tanah permukaan tanah (land 3,87% Centimeter 3,9% 99,22%
subsidence)
23 | Terwujudnya kawasan | 33 | Jumlah kawasan
perkotaan yang layak permukiman kumuh
hunl,”tertata rapi dan 23 RW 2 101,30%
mandiri berkelanjutan,
berikut sarana prasarana
pendukungnya
24 | Terwujudnya 34 | Jumlah inovasi yang layak
pengembangan yang diikutsertakan dalam
terus menerus terhadap lomba berskala nasional
kualitas penelitian, 2 Inovasi 82 4100%
penciptaan dan inovasi
yang hasilnya mudah
digunakan oleh
masyarakat
25 | Menjadikan jakarta | 35 | Indeks Demokrasi
sebagai  kota  yang 88,79 Nilai 82,08 92,44%
menghargai dan
menghormati
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2.3

INDIKATOR KINERJA SATUAN
NO SASARAN NO UTAMA (IKU) TARGET REALISASI | CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8(7;5)
keanekaragaman sosial,
agama dan ras
26 | Terwujudnya jakarta | 36 | Jumlah wisatawan
sebagai kota twjuan wisata 6.792.774 | Orang | 19.367.515 | 285,12%
yang berdaya saing
internasional
27 | Terwujudnya pelestarian | 37 | Jumlah pertunjukan seni
kebudayaan dan budaya baru/kreatif 14 Event 20 142,85%
dan inovatif
28 | Terwujudnya pelestarian | 38 nglah ca.gar budaya yang 10 objek 10 100%
cagar budaya dikonversi
Sumber: Data Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022,

diolah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Kebijakan Keuangan

23.1

Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah meliputi kebijakan pajak daerah, retribusi daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain lain pendapatan asli daerah yang sah,

dana perimbangan serta lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut.
2.3.1.1 Kebijakan Pajak Daerah
Perubahan Peraturan Gubernur terhadap Pajak Daerah:

a.

Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2021 tentang Nilai

Perolehan Air Tanah Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah pada

semester Il 2022.

Implementasi Pergub Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas

Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penetapan Nilai Sewa

Reklame Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame pada semester 11 2022.

Pemberlakukan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022 tentang

Kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2022.

Strategi Pajak Daerah: Intensifikasi

1) Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah.

2) Pemutakhiran data melalui fiscal cadaster / sensus pajak daerah untuk
pemetaan data potensi dan data intelijen pajak daerah.

3) Penyempurnaan data subjek dan objek pajak daerah.

4) Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Self-Assessment dengan
menggunakan perhitungan data potensi dan data intelijen pajak daerah.

5) Law enforcement/penegakan hukum dalam proses penagihan piutang

dan cleansing data piutang pajak daerah.
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6)

7)

Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan:

a) Peningkatan SDM yang adaptif dan memiliki kapasitas digital.

b) Peningkatan integritas SDM.

¢) Penambahan SDM pada JFU tertentu.

d) Pembangunan, pembenahan, perluasan & sosialisasi pelayanan
berbasis digital.

Peningkatan koordinasi kelembagaan:

a) Koordinasi dalam rangka pemungutan Pajak Daerah (Tax
Clearance).

b) Koordinasi dalam rangka Law Enforcement.

¢) Koordinasi dalam rangka pendataan dan pengawasan penggunaan
air tanah melalui penambahan SDM atas petugas catat meter air.

d) Koordinasi dalam rangka Sosialisasi Pajak Daerah kepada Wajib
Pajak.

e) Koordinasi dalam rangka integrasi sistem basis data melalui Jakarta
Satu (One Map, One Data, One Policy).

f)  Koordinasi dalam rangka transformasi digital bekerjasama dengan

Diskominfotik melalui mobile apps Jaki (Jakarta Kini).

e. Strategi Pajak Daerah: Ekstensifikasi:

1)

2)
3)
4)

Pertumbuhan kendaraan bermotor baru (Kbm Baru) secara nasional
sebesar 900.000Kbm roda 4 dan 5.400.000 Kbm roda 2.

Pertumbuhan penjualan properti meningkat

Stabilitas harga Bahan Bakar Minyak (BBM)

Pengukuhan wajib pajak baru berdasarkan pemutakhiran data melalui

fiscal cadaster/ sensus pajak daerah, pendataan, dan startup.

2.3.1.2 Kebijakan Retribusi Daerah

Retribusi

Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh

pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Beberapa hal yang mempengaruhi kebijakan retribusi daerah, sebagai berikut:

a. Kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah, antara

lain:
1)

2)

3)

Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara
elektronik (e-retribusi);

Menerapkan Banking System dalam melakukan pembayaran Retribusi
Daerah;

Menerapkan transaksi non tunai;
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4) Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib
Retribusi Daerah melalui layanan perizinan online dan layanan antar
jemput perizinan (AJIB), yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);

5) Penggalian potensi berupa objek baru retribusi yang berada di SKPD
pemungut;

6) Penyesuaian tarif terhadap objek retribusi yang ada saat ini.

b. Kebijakan yang berpengaruh terhadap kemungkinan penurunan capaian
terhadap penerimaan retribusi daerah, antara lain:

1) Pemberian keringanan retribusi daerah dan/atau penghapusan sanksi
administratif kepada wajib retribusi yang terdampak bencana nasional
COVID 19 sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2021;

2) Penutupan seluruh/sebagian lokasi wisata, bangunan, dan taman yang
dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan selama

bencana nasional COVID 19.

2.3.1.3 Kebijakan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal

dari lain-lain milik Pemerintah Daerah. Penerimaan ini berasal dari hasil penjualan

barang milik daerah, dan penerimaan jasa giro. Untuk meningkatkan kinerja Lain-
lain Pendapatan Daerah Yang Sah, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

a. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian
pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan pihak ketiga;

b. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang
strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga melalui
BLUD UPMA,;

c. Mengimplementasikan kebijakan pengelolaan BMD atas penjualan tanah
melalui mekanisme tukar menukar;

d. Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal daerah melalui debt
management;

e. Mengoptimalkan pengelolaan BLUD.

2.3.1.4 Kebijakan Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, meliputi transfer Pemerintah Pusat dan
transfer antar daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari dana perimbangan

dan dana insentif daerah.
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Setiap tahun Pemerintah bersama DPR melakukan pembahasan dan penetapan

besaran alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) per daerah.

Penentuan alokasi TKDD yang akan diterima oleh setiap daerah ditentukan oleh

3 hal sebagai berikut:

a. Berdasarkan Formula (By Formula)
Sebagian besar pengalokasian TKDD dilakukan berdasarkan formula. Untuk
mendukung hal tersebut, diperlukan data dasar sebagai sumber/input untuk
dilakukan perhitungan alokasi. Daerah tidak bisa melakukan pengurusan/lobi
untuk menaikan jumlah alokasi yang akan diterimanya. Daerah hanya bisa
memastikan bahwa data yang ada sudah benar dan valid. Oleh sebab itu,
diperlukan rekonsiliasi data khususnya dengan Badan Pusat Statistik (BPS)
di daerah masing-masing, karena data yang biasa digunakan dalam
perhitungan berasal dari lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah dalam
mengeluarkan data. Jenis alokasi TKDD yang menggunakan formula antara
lain: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) kecuali yang
berdasarkan usulan/proposal, Dana Desa.

b. Berdasarkan Daerah Penghasil (By Origin)
Daerah yang telah memiliki kekayaan alam berupa sumber daya alam maka
daerah tersebut akan mendapatkan kembali dalam bentuk bagi hasil apabila
ada penerimaan negaranya. Dana Bagi Hasil (DBH) diberikan kembali ke
daerah penghasil dalam rangka mengatasi ketimpangan vertikal (vertical
imbalance) karena daerah penghasil mendapatkan eksternalitas sebagai
dampak dari eksploitasi sumber daya alam tersebut. Daerah yang tidak
memiliki sumber daya alam akan diberikan oleh pemerintah dalam bentuk
DAU yang mana berfungsi sebagai horizontal imbalance.

c. Berdasarkan Kinerja (By Performance)
TKDD yang alokasinya ke daerah berdasarkan performance atau kinerja
adalah Dana Insentif Daerah (DID). Setiap daerah memiliki kesempatan yang
sama dan berupaya untuk mendapatkan insentif ini sesuai dengan kriteria
yang telah ditentukan. Daerah dengan kinerja yang baik, salah satunya terkait
pengelolaan keuangannya maka akan mendapatkan insentif dalam bentuk
alokasi dana, sebaliknya daerah yang kinerja kurang baik maka tidak akan

mendapatkannya.

2.3.2 Kebijakan Belanja Daerah

Dalam Rangka Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), serta Pengamanan
Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, Kebijakan Belanja Daerah tahun 2022

yaitu sebagai berikut:
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a. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022, meliputi:

1) Pemenuhan belanja wajib dan mengikat, yaitu pengeluaran yang wajib dibayar
serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh
Pemerintah Daerah;

2) Menunjang pelayanan dasar kepada masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan
dan sosial;

3) Penanganan pandemi Coronavirus Disease 2019, meliputi;

a) Pemulihan ekonomi
b) Penanganan kesehatan; dan
¢) Pengurangan risiko sosial;

4) Menjaga optimalisasi layanan pada instansi yang menerapkan skema Badan
Layanan Umum Daerah;

5) Pelayanan infrastruktur perkotaan yang termasuk kategori prioritas dan tidak
dapat ditunda;

6) Pengendalian banjir dan/atau bencana lainnya;

7) Kegiatan tahun jamak yang menjadi prioritas untuk diselesaikan pada tahun
2022; dan

8) Kegiatan yang pendanaannya bersumber dari Dana Transfer Pemerintah Pusat,
antara lain Dana Alokasi Khusus dan belanja wajib yang didanai oleh Dana Bagi
Hasil.

b. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 tetap memperhatikan:

1) Pencapaian target RPJMD, penyelesaian isu prioritas daerah, pemenuhan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perangkat Daerah dan pemenuhan target
Kegiatan Strategis Daerah;

2) Kemampuan keuangan daerah dan penyerapan anggaran hingga akhir tahun;

3) Pemenuhan kebijakan Pemerintah Pusat, arahan tertulis Gubernur, Wakil
Gubernur dan Sekretaris Daerabh;

4) Terdapat keadaan darurat, mendesak dan keadaan luar biasa;

5) Perintah dari peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 ditetapkan;

6) Pemenuhan kewajiban kepada pihak ketiga (hutang daerah) sesuai dengan
ketentuan peraturan Perundang-undangan yang telah diaudit oleh Badan
Pemeriksa Keuangan dan masuk dalam neraca Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta; dan

7) Tindak lanjut hasil rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan.
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2.4

2.3.3

Kebijakan Pembiayaan Daerah

Mengingat besarnya pembiayaan yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur kota
serta memperhatikan besarnya peluang dari sisi kebijakan dan regulasi yang ada, dan
besarnya potensi pendanaan yang berasal dari masyarakat maupun pihak dunia usaha,
maka kebijakan sumber pendanaan dalam pembangunan di Provinsi DKI Jakarta perlu
diperluas melalui dan tidak terbatas pada pendanaan bersama antara Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta dengan Pemerintah maupun dengan Pemerintah Daerah lainnya, Kerjasama
Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), pinjaman dan hibah luar negeri, penerbitan
Obligasi Daerah, pendanaan yang bersumber dari pemanfaatan ruang, penugasan kepada
BUMD termasuk mendorong dilakukannya kerjasama secara B to B serta membuka peluang
seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat secara sukarela untuk penyelenggaraan

skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU) / Company Social

Responsibility (CSR) dan swapendanaan lainnya, sesuai peraturan Perundang-undangan.

Perubahan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2022

Dalam perkembangannya, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

mengalami penyesuaian/refocusing/realokasi guna pemulihan perekonomian menuju pasca pandemi

bagi perekonomian Jakarta. Pada Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan

Ketujuh atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Secara singkat Perubahan Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 2.4
Tabel Total APBD Penetapan dan Pergeseran APBD
Tahun 2022
(dalam rupiah)
PENDAPATAN BELANJA PENERIMAAN | PENGELUARAN
PERGESERAN APBD DAERAH DAERAH PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN Total APBD
1 2 3 4 5 6

APBD Penetapan TA
2022
(Pergub 1 Tahun 2022)

77.448.713.889.500

75.757.234.798.334

5.022.420.964.799

6.713.900.055.965

82.471.134.854.299

Pergeseran Tahap |
APBD TA 2022
(Pergub 5 Tahun 2022)

77.448.713.889.500

75.757.234.798.334

5.022.420.964.799

6.713.900.055.965

82.471.134.854.299

Pergeseran Tahap I
APBD TA 2022
(Pergub 29 Tahun 2022)

77.448.713.889.500

75.757.234.798.334

5.022.420.964.799

6.713.900.055.965

82.471.134.854.299

Pergeseran Tahap Ill
APBD TA 2022
(Pergub 45 Tahun 2022)

77.448.713.889.500

75.757.234.798.334

5.022.420.964.799

6.713.900.055.965

82.471.134.854.299

Pergeseran Tahap IV
APBD TA 2022
(Pergub 47 Tahun 2022)

77.448.713.889.500

75.757.234.798.334

5.022.420.964.799

6.713.900.055.965

82.471.134.854.299

Pergeseran Tahap V
APBD TA 2022
(Pergub 62 Tahun 2022)

77.785.142.338.301

76.960.661.006.328

5.015.108.618.305

5.839.589.950.278

82.800.250.956.606
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PENDAPATAN BELANJA PENERIMAAN PENGELUARAN
PERGESERAN APBD DAERAH DAERAH PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN Total APBD
1 2 3 4 5 6
Pergeseran Tahap VI
APBD TA 2022 77.785.142.338.301 | 76.960.661.006.328 | 5.015.108.618.305 [5.839.589.950.278 (82.800.250.956.606
(Pergub 64 Tahun 2022)
Pergeseran Tahap VII
APBD TA 2022 77.796.647.728.301 | 76.972.166.396.328 | 5.015.108.618.305 [5.839.589.950.278 (82.811.756.346.606
(Pergub 66 Tahun 2022)

Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta, 2022

APBD Provinsi

DKl Jakarta Tahun

Anggaran

2022 semula direncanakan sebesar

Rp82.471.134.854.299,00. Namun pada pergeseran ketujuh APBD 2022 mengalami kenaikan 0,41%
menjadi Rp82.811.756.346.606,00. Berikut merupakan beberapa alasan dilakukan pergeseran

anggaran selama tahun 2022:

Penyesuaian atas berlakunya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta adanya Keputusan
Gubernur Nomor 151 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Upah Penyedia Jasa Lainnya
Orang Perorangan dan untuk memenuhi kebutuhan mendasar SKPD/Unit SKPD.

Pemenuhan anggaran pemberian THR dan Gaji ke-13, santunan kematian bagi tenaga
kesehatan yang menangani Covid-19 dan penganggaran Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi
Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan dan Reboisasi, dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau Tahun Anggaran 2022.

Pemenuhan anggaran revitalisasi Anjungan Pemerintah Daerah di Taman Mini Indonesia Indah
dan subsidi pangan tahun 2022 mendahului penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Pemenuhan anggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak 